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KATA PENGANTAR 
Bismillahirohmanirohim, 
Assalamu’alaikum wa Rohmatullahi wa Barokatuh.  
Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas berkat, ridho, rohmat, taufik, 
hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
serangkaian penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul, “Pola 
kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam kebiakan reklamasi pantai di 
Kota Makassar” Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian 
persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Program 
Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. 
Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
dan mengambarkan Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam 
kebijakan reklamasi di Kota Makassar beserta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini 
tidaklah mudah. Selama penyusunan skripsi ini, penulis menemukan 
berbagai hambatan dan tantangan, namun hambatan dan tantangan 
tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, semangat yang gigih, dan 
upaya yang konsisten oleh penulis, juga tentunya dukungan dalam 
berbagai bentuk dari seluruh pihak yang terkait. 
Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tuaku 
ayahanda Ir. H. Amiruddin HN dan ibunda  Hj. Liana Azis yang telah 
memberikan cinta dan kasih sayangnya serta memberi banyak nasehat dan 
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dukungan selama penulis menjalankan studi hingga saat ini. Karya kecil 
ananda persembahkan sebagai tanda bakti dan kasih sayang ananda 
kepada kalian.  
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 
atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi, semangat dan juga doa 
dari semua pihak yang telah membantu selama penulis menjalani masa 
perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor 
Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk dapat mengeyam pendidikan tinggi pada 
program Strata-1 (S-1) Universitas Hasanuddin; 
2. Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, beserta seluruh 
stafnya;  
3. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu 
Politik dan Ilmu Pemerintahan, beserta seluruh stafnya; 
4. Dr. Hj. Nurlina, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, beserta seluruh stafnya; 
5. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si selaku Pembimbing I dan A. 
Lukman Irwan, S.IP, M.Si selaku Pembimbing II yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak awal 
penyusunan proposal penelitian, hingga proses penyusunan skripsi 
ini selesai; 
6. Para tim penguji skripsi, Dr. Hj, Nurlina, M.Si; Dr. A. M. Rusli, M.Si 
dan Rahmatullah S.IP M.Si yang telah memberikan kiritik dan 
saran yang sangat membagun bagi penulis sebagai upaya dalam 
penyempurnaan skripsi ini; 
7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah 
membagi ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, terutama 
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kepada Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si sebagai orangtua bagi 
penulis di lingkungan kampus yang selalu memberikan dorongan 
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Dr. H. A.Gau Kadir, MA; Dr. Rasyid Thaha, M.si; Dr. Rabina Yunus, 
M.Si; Dr. H. Andi. Samsu Alam, M.si; Dr. H. Hasrat Arief Saleh, 
MS; Dr. Nurlinah, M.Si; Drs. M. A. Rusli, M.Si; Dr. Indar Arifin, M.Si; 
Dr. Jayadi Nas, M.Si; Drs. Abd. Salam Muchtar; Dr.H. Suhardiman 
Syamsu, M.Si; Dr. Mulyadi, S.IP, M.Si; A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si 
dan Rahmatullah, S.IP, M.Si. 
8. Tim Supervaisor KKN Gel 93 tahun 2016 Bapak Adi Suryadi Culla 
dan Ibu Ir. Hj. St. Rohani yang setia membimbing dan 
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I N T I S A R I 
 
Afni A, E12113324, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Pola 
kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam kebijakan reklamasi di Kota Makassar, 
dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si sebagai Pembimbing I 
dan Bapak A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan 
kemitraan (kerjasama) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama pihak 
pengembang yakni PT. Yasmin Bumi Asri dalam pelaksanaan reklamasi pantai di 
Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, 
serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Dalam pelaksanaan reklamasi pantai di 
Kota Makassar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melibatkan pihak 
kedua pada proses pelaksanaannya yang terletak pada kawasan Center Point of 
Indonesia (CPI). Keterlibatan pihak kedua sebagai pihak pengembang yakni PT. 
Yasmn Bumi Asri. Pola kerjasama yang di bentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri adalah pada pelakanaan reklamasi di 
Center Point Of Indonesia (CPI). PT Yasmin Bumi Asri akan mengerjakan seluruh 
proses pelaksanaan reklamasi sekitar 157,23 Hektar. Pembangunan Center Point 
Of (CPI) Indonesia dilatarbelakangi rencana tata ruang nasional berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008. Salah satunya adalah kawasan 
Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Dalam 
pembagiannya lahan pihak pemerintah akan memanfaatkan hasil dari reklamasi 
sekitar 50,6 Ha dan untuk pihak pengembang akan memanfaatkan sekitar 106,7 
Ha hal ini sesuai dengan ditetapkannya Master Plan yang telah disepakati 
bersama. Adapun hasil lahan yang telah di reklamasi akan dimanfaatkan dengan 
dibangun fasilitas umum seperti masjid, area terbuka hijau, wisma negara, kantor 
pemerintahan, museum, dan kawasan modern terintegritasi yang terdiri dari 
pemukiman serta area komersial (pusat perberlanjaan, hotel, apartemen, dan 
perkantoran) dengan tujuan untuk menciptakan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai 
kawasan publik dan meningkatkan kualitas ekonomi maupun sosial Kota Makassar. 
Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerjasama antara Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan bersama pihak pengembang dalam hal ini PT Yasmin 
Bumi Asri meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni 
bantuan modal dan peralatan, kebijakan pemerintah dan. Adapun faktor yang 
menjadi penghambat yakni pembebasan lahan dan belum adanya perizinan 
reklamasi oleh pemerintah Pusat. 
 
Kata Kunci : Pola Kemitaraan, Pemerintah, Swasta, Kebijakan Reklamasi 
           Pantai  
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A B S T R A C T 
 
Afni A, E12113324, with “Scheme of Partnership the Government and 
Private Sector in the Reclamation Policy in Makassar”, under the guidance 
of Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si as Supervisor I and A. Lukman Irwan, S. 
IP, M.Si as Supervisor II at Governance Studies Program, Faculty of Social 
and Political Science, University of Hasanuddin. 
 
This research explains thoroughly identification and describe the 
implementation of the partnership (cooperation) South Sulawesi Provincial 
Government with the developer, PT. Yasmin Bumi Asri in the 
implementation of the reclamation in Makassar and the factors that 
influence it. To achieve these goals, type of research the author used was 
Qualitative Research Methods with the data descriptively. The data used by 
the author was gathered from observation, interviews, document and 
archive, using qualitative descriptive analysis technique. 
 
Results of the research show that : first, in the implementation of the 
reclamation in Makassar by the South Sulawesi Provincial Government has 
involved the second party on the implementation process which lies in the 
area of Center Point of Indonesia (CPI). The involvement of the second 
party as the developer is PT. Yasmin Bumi Asri. Scheme of cooperation in 
the form of South Sulawesi Provincial Government and PT Bumi Asri 
Yasmin is on reclamation in Center Point Of Indonesia (CPI). PT. Yasmin 
Bumi Asri will do the whole process of reclamation of about 157.23 
hectares. Development Center Point Of Indonesia (CPI) is motivated to 
national planning based on Government Regulation Number 26 of 2008. 
One of them is the area Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminsa, 
and Takalar). In the division of land the government will utilize the results of 
reclamation of about 50.6 Ha and for the developer will use of about 106.7 
Ha. This is in accordance assigned of the Master Plan that has been 
agreed. The results of the land that has been reclaimed will be used to built 
public facilities such as mosque, an area of green, homestead state, 
government offices, museums, and the area of modern intergrated which 
consists of residential and commercial areas (market center, hotels, 
apartments and offices) with the aim of creating a South Sulawesi Province 
as a public area and improve the quality of economic and social Makassar. 
Second, the factors that affect the relationship of cooperation between the 
South Sulawesi Provincial Government with the developer in this case PT. 
Yasmin Bumi Asri includes supporting and obstacle factors. Supporting 
factors are the capital aid and equipment, and government policy. Obstacle 
factors are the land acquisition and the absence of licensing reclaimed by 
the central government. 
 
Keywords: Scheme of Partnership, Government, Private Sector, 
Coastal Reclamation Policy 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
Lahirnya sebuah kebijakan reklamasi bertujuan untuk menambah 
luasan daratan untuk suatu aktivitas yang sesuai di wilayah tersebut. 
Sebagai contoh pemanfaatan lahan reklamasi adalah untuk keperluan 
industri, terminal peti emas, kawasan pariwisata dan kawasan 
pemukiman.  Selain itu, kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan 
untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan reklamasi pantai 
telah lama berkembang di beberapa negara di dunia. Hal ini dikarenakan 
kebutuhan akan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk 
meningkatkan pembangunan suatu negara semakin minim. Negara-
negara yang telah mengembangkan kegiatan reklamasi pantai dalam 
skala besar antara lain : Jepang,Korea, China, Dubai, Singapura, serta 
beberapa negara lainnya di dunia. Negara-negara tersebut 
mengembangkan kegiatan reklamasi dan diperuntukan secara maksimal 
untuk kegiatan bisnis serta pembangunan nasional sehingga 
meningkatkan pendapatan negara yang kemudian disalurkan untuk 
kesejahteraan rakyatnya namun tetap memperhatikan dengan baik kondisi 
lingkungannya. 
Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan ruang publik bagi 
masyarakat kota dengan membangun ruang publik di pesisir pantai 
dengan cara melakukan reklamasi pantai. Seperti halnya
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Reklamasi yang dilakukan di pesisir pantai kota Makassar merupakan 
salah satu lingkungan binaan untuk menciptakan ruang publik bagi 
masyarakat kota.  Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai 
merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Biasanya reklamasi 
dilakukan oleh negara atau kota besar dengan laju pertumbuhan dan 
kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala 
keterbatasan lahan. Kondisi ini tidak lagi memungkinkan untuk melakukan 
pemekaran ke daratan, sehingga diperlukan daratan baru. Penyediaan 
lahan di wilayah pesisir dilakukan dengan memanfaatkan lahan atau 
habitat yang sudah ada, seperti perairan pantai, lahan basah, pantai 
berlumpur dan lain sebagainya yang dianggap kurang bernilai secara 
ekonomi dan lingkungan sehingga dibentuk menjadi lahan lain yang dapat 
memberikan keuntungan secara ekonomi dan lingkungan atau dikenal 
dengan reklamasi.  
Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai sedangkan 
dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat 
dilihat dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 butir 23 memberikan 
definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang 
dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari 
sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, 
pengeringan lahan, atau drainase. Dalam pasal 34 menjelaskan bahwa 
hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh 
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lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, 
pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa 
hal seperti : (a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, 
(b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian 
lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, 
dan penimbunan materil1. 
Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. 
Makassar merupakan kota terbesar di kawasan bagian Indonesia Timur 
dan merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di luar Pulau Jawa, 
setelah Kota Medan. Kota Makassar juga pernah menjadi ibukota Negara 
Indonesia Timur .Saat ini Kota Makassar sedang dalam proyek 
pembangunan raksasa kawasan reklamasi pantai. Atau lebih dikenalnya 
dengan Center Point of Indonesia (CPI). Kawasan ini terletak di sisi barat 
Kota Makassar. Di dalam kawasan ini terdapat berbagai macam fasilitas; 
mulai dari pusat bisnis, wisata, pendidikan, hingga permukiman. Objek 
bangunan di kawasan tersebut sudah terencana dalam masterplan. 
Center Point of Indonesia CPI) di masa yang akan datang akan mewakili 
Kota Makassar secara nasional maupun internasional 
Dalam proses penataan ruang aspek transparansi harus dibangun 
atas dasar kebebasan mendapatkan kesempatan untuk ikut merumuskan 
kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Lembaga-lembaga dan 
                                                             
1
 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
pasal 1      butir 23 
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organisasi-organisasi informal dapat diberikan ruang dalam menentukan 
arah pembangunan sehingga mereka merasakan dan ikut 
bertanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan. Secara umum 
dijelaskan callaborative Governance merupakan sebuah proses yang 
didalamnya melibatkan berbagai stakholder yang terikat untuk mengusung 
kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama 
(cordery, 2004;Hartman etal., 2002 2 .Pemerintah tidak hanya 
mengendalikan kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah 
kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, 
sumberdaya maupun jaringa yang menjadi faktor pendukung 
terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah 
untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama 
pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat 
sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kalaboratif dalam mencapai 
program atau kebijakan.   
Dalam pengembangan reklamasi pantai yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah daerah yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang 
melakukan kerjasama dengan pihak PT Yasmin Bumi Asri terkait 
pelaksanaan Reklamasi pantai di kota Makassar merupakan salah satu 
paket dalam megaproyek Centre Point of Indonesia (CPI). Konsep Centre 
Point of Indonesia CPI ini sendiri adalah kota kawasan modern 'CitraLand 
City Losari Makassar', yang terintegrasi dengan hunian dan pusat 
                                                             
2
 Subrno agustinus 2016.kebijakan publik dan pemerinatahan kalaboratif isu-isu 
kontenporer.Halaman 174 
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komersial. Centre Point of Indonesia (CPI) akan dibangun di lahan seluas 
157 hektar. Pemerintah provinsi Sulawesi selatan melakukan kerjasama 
dengan pihak  swasta yakni PT Yasmin Bumi Asri sebagai perusahaan 
swasta pemenang tender dan Ciputra group melalui PT Ciputra Surya 
yang dipercaya sebagai pihak pengembang maka dari itu akan terjadi 
pembagian lahan. 
Namun adapun hal-hal yang membuat peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian terkait dengan kerjasama ini. Dimana berdasarkan 
dari  perjanjian kerjasama, ada sekitar 157,23 hektar tanah yang akan di 
reklamasi, sekitar 50,6 hektar lahan reklamasi diserahkan ke Pemerintah 
Sulawesi Selatan. Lahan itu akan menjadi area publik guna pembanguan 
fasilitas umum, seperti masjid, istana negara, miniatur monas, area 
terbuka hijau, hingga kantor pemerintahan. Selebihnya lahan diberikan 
kepada pihak Swasta dalam mengelola daerah tersbut untuk 
mengembangkan kota baru dengan nama Citra Land City Losari untuk 
pemukiman dan area komersil. Dari pembagian lahan tersebut 
menguntungkan pihak swasta karena diketahui reklamasi pada kawasan 
Centre Point of Indonesia (CPI) dengan luas 157,23 hektare, Pemerintah 
hanya mendapat kompensasi 50,6 hektare, sementara pihak pengembang 
akan mendapatkan 106,7 hektare, padahal lahan tersebut merupakan 
milik Negara. Selain dari permasalahan diatas adapun Dampak negatif 
sekaligus ancaman yang timbul akibat reklamasi pantai tersebut yang 
berimbas pada lingkungan masyarakat nelayan yaitu jalur nelayan 
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semakin sempit dan terkurung dahulu para nelayan bisa mencari kerang 
dalam waktu dua jam bisa memperoleh satu karung kerang besar tetapi 
sekarang semakin sulit karena dibangunnya jalan lurus dari Pantai Losari 
menuju Tanjung Bayang, ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk 
dan tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat 
adanya reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan laut 
yang pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. Matinya biota 
laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan 
menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi ke 
daerah lain atau kearah laut yang lebih dalam, hal ini tentu saja akan 
mempengaruhi pendapatan para nelayan setempat. 
Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan pelaksanaan reklamasi 
pantai di kota Makassar yang dimana membutuhkan campur tangan 
maupun kerjasama dari pihak Swasta adapun judul penyususnan Skripsi 
ini adalah “Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan 
reklamasi pantai di kota Makassar”. 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berusaha untuk 
mengemukakan permasalahan agar keseluruhan proses penelitian dapat 
terarah pada pokok masalah yang sebenarnya, maka rumusan masalah 
yang telah dijabarkan maka muncul pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu: 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan hubungan kerjasama Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri dalam 
kebijakan rekalamsi pantai di Kota Makassar?  
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan 
kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT 
Yasmin Bumi Asri dalam pelaksanaan kebijakan reklamasi 
pantai di kota Makassar ? 
1.3. Tujuan Penelitian  
Sehubungan dengan permasalahan maka tuuan yang hendak 
dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk : 
1. Mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan hubungan 
kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT 
Yasmin Bumi Asri pada pelaksanaan kebijakan rekalamsi 
pantai di Kota Makassar?  
2. Mengetahui Faktor yang mempengaruhi dari hubungan kerja 
sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT 
Yasmin Bumi Asri dalam pelaksanaan kebijakan reklamasi 
pantai di kota Makassar ? 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :   
1. Manfaat akademik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan 
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khususnya yang berfokus pada kajian hubungan kerja sama 
Pemerintah dan Swasta dalam kebijakan reklamasi di kota 
Makassar.  
2. Manfaat praktik. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna 
bagi seluruh stakeholders yang ingin mengetahui lebih jauh 
tentang pelaksanaan kebijakan reklamasi di Kota Makassar 
yang pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah 
dan bekerja sama dengan pihak swasta. 
3. Manfaat metodologis. Diharapkan hasil penelitian ini dapat 
berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi 
bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap 
penelitian selanjutnya yang lebih manusiawi, berbudaya dan 
berhasil. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep 
yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah 
penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian 
penelitian. Sebagai titik tolak atau ladasan berpikir dalam menyoloti atau 
memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat 
membatu untuk itu perlu disusun kerangka teori yang membuat pokok-
pokok pemikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah yang 
disoroti.  
Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, 
konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena 
sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara 
konsep. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai konsep dan teori 
tentang hubungan kerja, dan faktor-faktor yang memepengaruhi 
hubungan kerja sama. 
 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Kemitraan  
2.1.1.1. Pengertian Kemitraan 
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Kemitraan merupakan sebuah proses dan struktur dalam 
menajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan 
aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam 
tataran pemerintahan dan atau instansi publik, instansi swasta dan 
masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat 
dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak  saja.   
Untuk definisi kemitraan, Agrawal dan Lemos mengatakan bahwa : 
“Kemiitraan tidak hanya berbatas pada stakeholder yang 
terdiri atas pemerintah dan non pemerintah tetapi juga terbentuk 
atas adanya “multipatner Governance”  yang meliputi sektor privat, 
masyarakat dan komunitas sipil dantrbangun atas sinergi peran 
Stakeholders dan penyusun rencana yang bersifat hybrid  seperti 
halnya kerjasama privat dan privat-sosial”3. 
 
Adapun benuk kemitraan menurut Sulistiyani diilhami dari fenomena 
biologis kehidupan organisme dan mencoba mengangkat ke dalam 
pemahaman yang kemudian dibedakan menjadi berikut : 
1) Pseudo partnership atau kemitraan semu  
Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang 
terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya 
melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. 
Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar 
akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk 
tujuan apaitu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang 
unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak 
atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan 
kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu 
memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa. 
2) Kemitraan mutualistik  
Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak 
atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya 
                                                             
3 Dr.Agustinus Subroto hal.167 
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melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat 
dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai 
tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan 
nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau 
lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan 
kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang 
bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-
masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus 
saling menunjang satu sama lain. 
3) Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari 
kehidupan “paramecium”Dua paramecium melakukan konjugasi 
untuk Kebijakan dan Manajemen Publik mendapatkan energi dan 
kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat 
melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka 
organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan 
yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau 
mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan 
model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi 
dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing4.  
 
Pada hubungan kemitraan berbasis pada tujuan untuk memecahkan 
bersama permasalahan atau isu tertentu  dari para pihak yang terkait. 
Pihak terkait tidak hanya berbatas pada instansi pemerintah dan non 
pemerintah, karena pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, 
melibatkan dinisasi atas keterbatasan kapasitas, sumberdaya maupun 
jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat 
menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong 
keberhasilan pencapaian tujuan besama. 
 Kemitraan pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak 
atau lebih yang berinteraksi atau  menjalin hubungan-hubungan yang 
bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Terdapat tiga unsur 
pokok yang selalu mlekat pda suatu kerangka kerjasama yaitu : unsur dua 
                                                             
4  Ibit  Hal181 
 
 
12 
 
pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan besama 5 . Konsep 
patnership atau kemitraa antara pemerintah dengan swasta sudah 
menjadi hal umum dalam melaksanakan suatu pembagunan dalam 
rangka penyelengggaraan kebijakan publik. 
Dengan konsep kemitraan maka segala betuk dukungan dapat 
dilengkapi dari sektor publik dan sektor swasta dalam upaya 
membangunan komunitas. Seperti halnya  pengetahuan umum bahwa 
masing-masing sektor, baik pemerintah dan swasta memiliki keterbatasan 
tertentu dan kapasitasnya yang berbeda-beda dalam beberapa bidang. 
Untuk itu kemitraan menjadi jawaban dari permasalahan tersebut, pihak-
pihak tersebut menyadari bahwa mmbangun sebuah entitas dibutuhkan 
berbagai sumberdaya dan keahlian yang saling mendukung. Dengan 
kemitraan maka masalah bbersama dapat diatasi melalui kesepakatan 
seluruh pemangku kepentingan.6 
Menurut pendapat dari As‟ad sungguh mengemukakan bahwa 
kemitraan (partnership) adalah “asosiasi dari dua atau lebih individu 
sebagai pemilik bersama untuk menjelaskan suatu usaha dengan tujuan 
memperoleh keuntungan‟‟. Sifat keuntungan dapat berlangsung 
sementara dari kedua belah pihak yang bermitra sesuai dengan 
kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi kemudian 
hubungan itu dapat juga menjadi hubungan kemitraan yang sifatnya 
                                                             
5
  Dr.Agustinus Subarsono.2016.Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kalaboratif isu-isu 
kontenporer.Gava Media:Yogyakarta.Hal 178 
6
 Dr.Agustinus Subarsono.2016.Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kalaboratif isu-isu 
kontenporer.Gava Media:Yogyakarta.Hal 178 
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permanen, kalau ternyata bahwa hubungan keduanya saling 
menguntungkan satu sama lainnya. Adapun unsur-unsur kemitraan yaitu: 
 Adanya hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih 
 Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut 
 Adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak 
tersebut. 
 Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau 
memberi manfaat. 
 
  Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan scara rinci 
perbedaan antara kemitraan dengan kerjasama Non-kemitraan : 
Tabel 1 
Perbedaan atara kemitraan dan kerjasama Non kemitraan 
Ciri-ciri Tipe kerjasama pemrintah dan swasta 
Kemitraan  Non- Kemitraan 
Sifat kerjasama Kalaboratif Swastanisasi-Outsourcing 
Intensitas Tinggi Rendah 
Jangka waktu Panjang Pendek 
Kedudukan para pihak Setara dan otonom Tidak setara terikat dngan 
kontrak 
Manfaat dan resiko Saling berbagi 
manfaat dan resiko 
Manfaat dihitung sebagai 
kompensasi atas prestasi, 
resiko ditanggung sendiri 
Sumberdaya dalam 
pelaksanaan kegiatan 
Penggambungan 
sumberdaya 
Tidak ada  penggabungan 
sumberdaya 
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Kemitraan antara pemerintah dan swasta terkadang masih 
mengalami dengan sebatas kerjasama yang terkait pada sebuah kontrak. 
Kemitraan antara pemerintah dan swasta sejatinya merupakan 
terbangaun atas dasar komitmen bersama untuk menyelesaikan 
permasalahn brsama dengan mengarahkan berbagai sumber daya dan 
kapasitas yan dimiliki para pihak terlibat. Adapun karakteristik dari 
kemitraan menurut Lienhard antara lain : 
1. Kerjasama melibatkan stidak-tidaknya satu lembaga pemerintah 
dan satu lembaga swasta 
2. Kerjasama dlakukan untuk mencapai tujuan bersama atau 
secara timbal balik kompatibel dan saling melengkapi 
3. Bersifat kompleks dan membutuhkan koordinasi yang intesif 
4. Kerjasama dilakukan dalam rangka melakukan procuremnt atau 
pelaksanaan tugas tertentu 
5. Memiliki orientasi jangka panjang 
6. Penyatuan, pemanfaatan dan sinergi dari saumberdaya 
pemerintah dan swasta 
7. Berbagi resiko dan 
8. Prolehan dalam efesiensi dan efektivitas.7 
 
Dari pejabaran kareakteristik tersebut, maka jelas bahwa kemitraan 
antar pihak dan swasta tidak hanya berbatas pada pencapaian tujuan 
bersama namun tujuan kelompok atas isu tertentu. Namuan  juga meliputi 
aspek sumberdaya, tanggungjawab, manfaat yang aka diterima mauun 
resiko yang akan dihadapi sehingga membuthkan interaksi yang cukup 
dalam mengarahkan pada orientasi jangka panjang dari pihak yang 
terlibat. 
2.1.1.2. Pola Kemitraan 
                                                             
7 Subarsono Agustin. 2016. Pemerintahan kaa boratif hal 173 
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Sebagai implementasi dari hubungan kemitraan, dilaksanakan 
melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan 
usaha yang dimitrakan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, 
baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya. 
Pembinaan kemitraan tersebut sangat berpengaruh terhadap 
kebijaksanaan yang berlaku di suatu wilayah, oleh karena itu dukungan 
kebijaksanaan mutlak diperlukan dalam pelaksanaan kemitraan usaha 
dan ditunjang operasionalisasi yang baik seperti penjabaran pelaksanaan 
kemitraan melalui kontrak kerjasama kemitraan dan secara konsisten 
mengikuti segala kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Kartini 
(2009:107-109), menjelsakan bahwa pola kemitraan yang sering 
diterapkan di Indonesia antara lain :  
a. Pola kemitraan kontra produktif  
  Pola ini terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola 
konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan 
shareholders yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. Fokus 
perhatian perusahaan memang bertumpu pada bagaimana 
perusahaan dapat meraup keuntungan secara maksimal, 
sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas 
(kelompok) masyarakat hanya pemanis belaka perusahaan 
berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak mau 
ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak punya akses apapun 
kepada perusahaan. Biasanya, biaya yang dikeluarkan oleh 
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perusahaan hanyalah digunakan untuk kepentingan orang-orang 
tertentu saja.  Hal ini dapat dipahami, bahwa bagi perusahaan 
yang penting adalah keamanan jangka pendek saja. Di dalam 
skenario ini, kemitraan dapat saja terjadi namun lebih bersifat 
semu dan bahkan menonjolkan kesan negatif. Terlebih hal ini 
juga dapat memicu terjadinya fenomena buruk kapan saja misal 
pemogokan oleh karyawan atau buruh, unjuk rasa oleh 
komunitas (kelompok) masyarakat, pencemaran lingkungan 
serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Keadaan 
terburuk juga mungkin terjadi yakni terhentinya aktivitas atau 
bahkan tutupnya perusahaan.  
 
b. Pola kemitraan semi produktif  
  Di dalam skenario ini pemerintah dan komunitas masyarakat 
dianggap sebagai obyek dan masalah di luar perusahaan. 
Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah 
juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha 
dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan semacam ini masih 
mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak 
menimbulkan sense of belonging di pihak masyarakat dan low 
benefit di pihak pemerintah kerjasama lebih mengedepankan 
aspek karikatif atau public relations dimana pemerintah dan 
komunitas masyarakat masih dianggap sebagai obyek. Dengan 
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kata lain, kemitraan belum strategis dan masih mengedepankan 
kepentingan sendiri (self interest) perusahaan, bukan kepentingan 
bersama (common interest) antara perusahaan dengan mitranya.    
  
c. Pola kemitraan produktif   
  Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan 
dalam paradigma common interest. Prinsip simbiosis mutualisme 
sangat kental. Pada pola ini perusahaan mempunyai kepedulian 
sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim 
investasi yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat 
memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bisa jadi mitra 
dilibatkan pada pola hubungan resource based partnership 
dimana mitra diberikan kesempatan menjadi bagian shareholders. 
Skenario ini dapat menimbulkan sense of belonging membangun 
kepercayaan yang semakin tinggi (high trast, high security level) 
serta hubungan sinergis antara subyek-subyek dalam paradigma 
common interest.  
Kunci utama dalam pelaksanaan kerjasama adalah kemampuan 
untuk kerjasama yakni motivasi yang baik, pemahaman, hubungan pribadi 
dan kepercayaan karena pada dasarnya berhasilnya suatu kerjasama 
ketika para pemangku kepentingan dapat berkalaborasi dengan baik, 
sehingga apabila ada kekurangan di satu sisi, maka akan di lengkapi oleh 
pihak lain sesuai dengan kapasitasnya. Aspek yang tidak nampak pun 
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sangat mempengaruhi keberhasilan, seperti modal sosial, rasa saling 
percaya, kepemimpinan dan interaksi internal yang tercipta di dalam 
hubungan kerja sama tersebut. Dalam hal ini Pemerintah dan Swasta 
dalam melakukan kerjasama perlu adanya Hubungan yang didasari oleh 
kesepakatan bersama yang di sesuikan dengan visi, tujuan, strategi dan 
pola kerja sama yang akan dibangun, hampir sejalan dengan definisi yang 
disampaikan Dwiyanto, Sink menjelaskan kerja sama kaloboratif sebagai: 
“Sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki 
suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha 
mencari solusi yang di tentukan secara bersama dalam rangka 
mencapai tujuan yang mereka tidak dapat mencapainya secara 
sendiri-sendiri”8  
 
Dwiyanto juga menjelaskan secara terperinci bahwa ; 
 “Dalam hubungan kerjasama terjadi penyamaan visi,tujuan, 
strategi dan aktivitas antar pihak, mereka masing-masing tetapi 
memiliki otoritas dalam mengabil keputusan secara independen 
dan m ,emiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun 
mereka tunduk pada kesepakatan bersama”.9 
 
Dari kedua pendapat diatas maka maksud pesan yang 
disampaikan hampir sama, yakni setiap organisasi yang bergabug dalam 
kerjasama tersebut masing-masing memiliki kepentingan yang akan 
diusung dalam sebuah kebjakan dan masing-masing mengeluarkan solusi 
alternatif dari sebuah permasalahan namuntetap harus berujung pada 
kesepakatan bersama. 
2.1.2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
2.1.2.1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintah Derah 
                                                             
8
 Dr.Agustinius Subarsono.2016.ibid.Hal.177 
9 ibid.Hal.177 
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Government diartikan sebagai pengarahan yang berwenang atas 
kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan 
sebagainya. Pemerintah adalah suatu sistem yang mengatur segala 
kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi 
segala aspek kehidupan berdasarkan norma -norma tertentu. Menurut 
W.S. Sayre (1960) Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai 
organisasi dari negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan 
kekuasaannya 10 . Menurut Sarundanjang (1999: 228-237) local 
government di masa depan paling tidak memiliki ciri - ciri sebagai 
berikut11: 
1. Pemerintah daerah yang bercorak wirausaha Suatu 
pemerintahan yang memanfaatkan ketiga komponen 
sumberdaya : pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya 
masyarakat. 
2. Pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas publik 
Akuntabilitas yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban 
pemerintah daerah dengan segenap unsur birokrasinya dalam 
memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat 
menyangkut berbagai kegiatan pemerintah, termasuk 
kinerjanya dalam pelayanan publik. 
3. Pemerintah daerah yang bercirikan pemerintahan yang baik 
secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung makna 
bahwa pengelolaan kekuasaan didasarkan pada aturan-aturan 
hukum yang berlaku, pengambilan kebijaksanaan secara 
transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
4. Transparansi dalam Pemerintahan daerah Transparansi bukan 
berarti ketelanjangan, tetapi keterbukaan dalam arti yang 
sebenarnya, yaitu memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah 
daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak. 
 
                                                             
10
 Syafiie, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.Hal 10 
11
 Kansil, C.S.T, 1991. Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Jakarta.Hal 288-237 
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Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya 
menjelaskan tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
sebagai berikut: 
“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan 
adalah to execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati 
atau diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Bisa juga 
dikatakan sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan 
yang sudah diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun 
karena pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau 
kebijaksanaan publik bukan semata-mata domain atau 
kewenangan legislative, maka dalam sebuah pemerintahan yang 
modern tidak jarang mengambil inisiatif sendiri dalam 
mengagendakan dan merumuskan kebijakan.”12 
 
Pemerintah di Indonesia, dibagi berdasarkan tingkatan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan 
desentralisasi yang berlaku pada masing-masing negara dan 
pemerintahan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsure 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah 
                                                             
12
 Syaukani Dkk.Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 
2009. Hal. 233.  
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penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penjelasannya di Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, 
Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.  
Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus 
dijalankan sebagai berikut. 
1) “Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan 
mengatur daerahnya sendiri. 
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat 
pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah 
provinsi). 
3) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta 
mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus 
dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat.”13 
 
 
Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 
1945 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah 
                                                             
13
Ibid. Hal 83-84 
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Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
2.1.2.2. Tugas pokok dan Kewenanagan  Pemerintahan Daerah 
  Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 
18 UUD Negeri RI tahun 1945, telah melahirkan berbagai  produk undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 
tentang pemerintahan daerah, antara lain undang-undang  Nomor 1 
Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 
1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, dan terakhir UU 
No. 32 Tahun 2004. 
Penyelenggara pemerintahan adalah priseden dibantu oleh satu 
orang wakil presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah 
pemerintah daerah DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala 
pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut 
gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut 
walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, 
yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk 
kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota seperti wakil walikota. 
Dasar pemikiran dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga 
sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitas kehidupan 
secara wajar, dengan demikian pemerintah berkewajiban memberi 
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pelayanan terbaik  bagi masyarakat. Hakikat pemberian pelayanan 
kepada masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan kondisi yang 
kondusif sehingga memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk 
mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai 
kemajuan bersama. 
Adapun hal-hal menjadi tugas pokok pemerintah, adalah: 
1. Keamanan, menjaga serangan dair dalam dan luar 
2. Ketertiban, mencegah konflik antar suku, tawuran, menjamin 
perubahan dan perkembangan dalam masyarakat secara damai; 
3. Keadilan, menjaga dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga 
negara, bersifat netral dan tidak berpihak pada golongan manapun; 
4. Kesejahteraan sosial, memberi bantuan kepada orang-orang yang 
tidak mampu, cacat, anak-anak, terlantar, sehingga dapat 
menikmati kesejahteraan sesuai dengan kemampuan 
yang  dimilikinya dan professional 
5. Ekonomi, melakukan hubungan dagang dengan negara luar negeri 
menciptakan lapangan kerja, mengendalikan inflasi serta menjamin 
pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara 
6. Pekerjaan umum, mendirikan posyandu, membangun jembatan 
dan jalan sebagai sarana transportasi darat14; 
  Memelihara sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup, 
memelihara air, tanah, hutan, memanfaatkan sumber daya alam dengan 
mengedepankan keseimbangan antara pemakaian dengan 
pengembangan. 
Penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah kemudian 
dijelaskan oleh Ryaas Rasyid sebagai berikut :  
1. “Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan 
serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan 
                                                             
14
  Haris Syamsuddin. 2005. Hal 127 
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dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah 
melalui cara-cara kekerasan. 
2. Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya 
gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar 
perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat 
berlangsung secara damai. 
3. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap 
warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 
melatarbelakangi keberadaan mereka. 
4. Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan 
dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga 
non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 
pemerintah. 
5. Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara 
orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta 
menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif 
dan semacamnya. 
6. Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan 
masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong 
penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan 
domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara 
langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan 
masyarakat.  
7. Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya 
alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.15 
 
Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk 
mencapai cita- cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub 
dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 
ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja  pemerintahan 
daerah diberi kewenangan untuk menjalakan seluruh urusan 
pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang 
tidak diperkenankan dimiliki oleh daerah yaitu kewenangan dalam politik 
                                                             
15
Ryaas Rasyid. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. 
Jakarta. PT Mutiara Sumber Widya. 2000. Hal. 13. 
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luar negeri, pertahanan, kemanan, peradilan/yustisi, moneter dan fiskal 
serta urusan agama.  
Keenam urusan tersebut merupakan kewenangan pemerintah 
pusat. Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu 
terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota. Sekaitan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah  telah 
mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah kedalam urusan wajib 
dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan 
daerah provinsi tentu saja berbeda dengan yang 
dimiliki  oleh  pemerintahan daerah  kabupaten/kota. Hal  ini  dikarenakan 
ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas 
dibandingkan dengan pemerintahan daerah  kabupaten/kota. 
Sejak diberlakukannya otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, 
kini setiap daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. 
Penyerahan wewenang tersebut menjadikan pemerintah daerah 
mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
peraturan perundang-undangan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah daerah, bahwa Pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
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otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus 
pemerintahan sendiri harus menjalankan asas otonomi yang seluas-
luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah 
pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan 
umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahannya memiliki hubungan dengan 
pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan 
tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. 
Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut: 
1. perencanaan dan pengendalian pembangunan. 
2. perencanaan pemanfaatan,dan pengawasan tata ruang; 
3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
4. penyediaan sarana dan prasarana umum; 
5. penanganan bidang kesehatan; 
6. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia 
potensial; 
7. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; 
8. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; 
9. Memfasilitasi pengembangan koperasi,usaha kecil, dan menengah 
termasuk lintaskabupaten/kota; 
10. pengendalian lingkungan hidup; 
11. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; 
12.  pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 
13.  pelayanan administrasi umum pemerintahan 
14.  pelayanan administrasi  penanaman  modal termasuk lintas 
kabupaten/kota; 
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya  yang belum dapat 
dilaksanakan olehkabupaten/kota; dan 
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16. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.16 
 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota adalah sebagai 
berikut: 
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 
2. Perencanaan,pemanfaatan,dan pengawasan tata ruang; 
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
4. Penyediaan sarana  dan  prasarana umum; 
5. Penanganan bidang kesehatan; 
6. Penyelenggaraan pendidikan; 
7. Penanggulangan masalah sosial; 
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 
10. Pengendalian lingkungan hidup; 
11. Pelayanan pertanahan; 
12. Pelayanan administrasi penanaman modal; 
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan; 
14. Pelayanan kependudukan,dan catatan sipil;   
15. Penyelenggaraan pelayanan   dasar lainnya; dan 
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan17. 
Menurut UU N0 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah 
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya 
kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi 
seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan.  Hal ini 
sesuai dengan perinsip desentralisasi yang mensyaratkan pembagian 
urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
                                                             
16
 Dr.safriani.Kewenangan pemerintah daerah di bidang pertanahan.hal 99 
17
 Ibid hal 101 
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2.1.3. Pihak Swasta 
2.1.3.1. Pengertian Swasta 
Swasta berasal dari kata “swa” dan “sta”. Swa berarti sendiri dan 
sta berarti berdiri. Swasta diartikan berdiri sendiri. Jadi orang swasta 
adalah mereka yang sanggup hidup “berdiri sendiri”. Swasta dalam 
kehidupan sehari-hari disebut juga “partikulir”. Istilah ini sering digunakan 
untuk membedakan antara orang-orang atau badan-badan pemerintahan 
dengan badan-badan bukan pemerintahan.Dari perbedaan ini kita akan 
mendengar sebutan “pegawai negeri” dan “pegawai swasta” atau “orang-
orang swasta”, “perusahaan swasta” dan “ perusahaan negara” 
Perusahaan Swasta, yaitu perusahaan yang modalnya seluruhnya 
dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan Pemerintah. 
Perusahaan swasta ini ada tiga macam, yaitu :  
a. Perusahaan swasta nasional, yaitu perusahaan swasta milik 
warga Negara Indonesia ; 
b. Perusahaan swasta-asing, yaitu perusahaan swasta milik 
warga Negara asing ; 
c. Perusahaan swasta campuran (joint-venture), yaitu 
perusahaan swasta milik warga negara Indonesia dan warga 
negara asing ;18 
2.1.3.2.  Jenis badan usaha milik Swasta 
   Badan usaha milik swasta terdiri atas tiga jenis, yaitu badan usaha 
perseorangan, persekutuan (partnership), dan perseroan terbatas. 
 
                                                             
18 Agustin Subarsono hal 173 
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a. Badan Usaha Perseorangan 
           Badan Usaha Perseorangan dimiliki oleh satu orang. Oleh karena 
itu, pengelolaan badan usaha ini mudah dan biaya yang dikeluarkan pun 
murah. Pengusaha sebagai pemilik bebas mengemukakan dan 
menerapkan kebijakannya kepada bawahan, tanpa melalui jalur birokratis. 
Pendirian badan usaha ini mudah dan murah, begitu pula dengan 
penutupannya. Begitu pemilik merasa bahwa badan usahanya tidak 
menguntungkan lagi, dengan mudah ia dapat menutup badan usahanya. 
Modal badan usaha perorangan menjadi satu (tidak terpisah) dengan 
modal pribadi pemilik, karena pemilik harus mendanai sendiri usahanya. 
Dengan demikian, setiap pergerakan keuangan badan usaha ini otomatis 
memengaruhi kondisi keuangan pemilik. 
b. Badan Usaha Persekutuan (partnership) 
          Badan usaha persekutuan dimiliki oleh beberapa orang. Oleh 
karena itu, badan usaha ini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk 
memperoleh modal yang besar daripada badan usaha perseorangan. 
Badan usaha persekutuan bisa berbentuk firma dan persekutuan 
komanditer (CV). 
1. Firma didirikan oleh beberapa orang dengan nama bersama. 
Misalnya, Andi, Badu, dan Catur mendirikan "Firma ABC" yang 
diambil dari inisial nama-nama mereka. Dalam  Firma, setiap 
penerapan kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan-
kepentingan para pemilik. Kekayaan pribadi dan badan usaha juga 
tidak dipisahkan. Akibatnya, apabila Firma bangkrut, akan diikuti 
oleh kebangkrutan para pemiliknya. 
2. Persekutuan Komanditer (CV) didirikan oleh beberapa orang 
yang terbagi dalam sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif 
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adalah orang atau kelompok orang yang mengelola badan usaha. 
Sedangkan sekutu pasif adalah orang atau kelompok orang yang 
tidak mengelola badan usaha, namun menyediakan modal bagi 
pendirian dan keberlangsungan badan usaha. Dalam CV, 
penerapan kebijakan lebih baik daripada dalam firma karena 
adanya pemisahan tanggung jawab antara sekutu aktif dan sekutu 
pasif. Namun, jika terdapat kesalahan pengelolaan badan usaha 
oleh sekutu aktif, maka sekutu pasif turut terkena imbasnya. 
Karena tidak memiliki kewenangan untuk mengelola badan usaha 
secara langsung, sekutu pasif harus mencari mitra bisnis yang 
tepat untuk menjadi sekutu aktif19. 
c. Perseroan Terbatas (PT)  
  Salah satu contoh dari badan milik usaha Persero terbata ialah PT 
Astra Internasional, PT Indofood, PT Unilever, atau PT Kalbe Farma yang 
dimana Semua badan usaha tersebut merupakan badan usaha berbentuk 
Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang 
didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri 
atas saham-saham. Pemilik saham terbesar memiliki kontrol terbesar atas 
badan usaha, sama halnya dengan CV, PT terdiri dari orang-orang yang 
hanya memiliki saham namun tidak ikut mengelola badan usaha, dan 
orang-orang yang mengelola badan usaha. Namun pada CV, baik sekutu 
aktif maupun sekutu pasif sama-sama mendapat keuntungan, yang dibagi 
atas dasar dasar perjanjian kedua pihak. Pada PT, keuntungan badan 
usaha dibagi dalam bentuk dividen untuk pemilik modal (pemegang 
saham) saja, sedangkan para pengelola tidak. Para pengelola dan juga 
para karyawan mungkin saja mendapat keuntungan jika mereka memiliki 
saham atas badan usaha. Pada CV, baik sekutu aktif maupun pasif 
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adalah pimpinan badan usaha. Pada PT, ada satu pimpinan badan usaha 
yang dipilih oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS). Badan usaha PT memiliki kemampuan mendapatkan 
modal dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dalam PT juga 
terdapat pemisahan yang tegas antara kekayaan pemilik modal dan 
badan usaha. Kebangkrutan PT tidak ada hubungannya dengan 
kehidupan pribadi para pemilik. Dengan demikian, PT memiliki tingkat 
profesionalisme yang tinggi secara struktural. 
      Sekalipun begitu, badan usaha PT memerlukan adanya hierarki 
organisasi yang lebih bertingkat, sehingga keinginan para pemilik modal 
tidak dapat dengan serta merta dipenuhi oleh badan usaha. Hierarki yang 
lebih bertingkat menyebabkan rentang pengendalian menjadi lebar. Selain 
itu, pendirian dan penutupan PT lebih sulit dan lebih mahal daripada 
badan usaha perorangan dan persekutuan. 
 
2.1.4. Kebijakan Pemerintahan 
Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata 
policy memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena 
pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk 
mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab melayani kepentingan 
umum. Ini sejalan dengan pengertian publik itu sendiri dalam bahasa 
Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum. Kebijakan 
adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 
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rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 
bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan 
kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan 
peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang 
suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran 
pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang 
paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. 
Adapun definisi kebijakan , Dunn mengatakan bahwa : 
“Tahapan kebijakan publik meliputi dari penyusunan agenda, 
merumuskan masalah publik,dan formulasi keijakan, adopsi 
kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa rekomendasi 
kebijakan, implementasi kebijakan, serta dan diakhiri 
denganmelakukan penilaian kebijakan melalui mekanisme evaluasi 
dan monitoring”20.  
 
Sementara itu , Lester dan Swart menjelaskan bahwa : 
“Siklus dari suatu kebijakan publik bermula dari perumusan 
masalah ketika membuat kebijakan mengumpulkan masalah-
masalah publik kemudian menyusunya dalam kebijakan publik”21. 
 
Kontekstual suatu kebijakan tergantung pada aspek yang dikaji 
dalam rangka  pengkajian kebijakan sebagai suatu studi. Pada aspek 
sasaran, jika kebijakan diarahkan untuk kepentingan publik, menempatkan 
pengertian pada variabel kebijakan publik. Dalam kajian atas variabel ini, 
konsep publik diartikan dalam artian umum, masyarakat dalam berbagai 
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 Implementasi Kebijakan Publik hal 35 
21
 Ibit Hal 35 
 
 
33 
 
peran dan statusnya ( warga negara/daerah, penduduk, rakyat, anggota 
masyarakat, kelompok kepentingan ) dan bahkan negara22.  
Jika konteks yang dikaji dari aspek yang menghendaki 
diperlukannnya suatu kebijakan dan yang menghendakinya adalah 
Pemerintah, terminologi kebijakan diarahkan pada variabel kebijakan 
pemerintah. Demikian pula dengan pelaku-pelaku lainnya seperti instansi 
atau kelembagaan pemerintahan atau yang lebih luas lagi seperti 
pengusaha, lembaga-lembaga swasta lainnya yang dapat melahirkan 
beragam variabel kebijakan seperti variabel kebijakan kelembagaan dan 
seterusnya. Jikalau dimensi tertentu seperti dimensi politik yang menjadi 
isi atau komitmen kebijakan, lahirlah berbagai variabel seperti variabel 
kebijakan politik , kebijakan dalam dimensi politik, demikian pula dengan 
kebijakan ekonomi dalam dimensi ekonomi dan kebijakan-kebijakan 
lainnya.  
Mengkhusus pada kebijakan pemerintah sebagai suatu variabel 
yang menjadi obyek studi pada program studi ilmu pemerintahan, dan 
dikaitakn dengan konsep ”pemerintah” serta berbagai alternatif 
variabelnya sebagaimana diuraiakan pada bagian atas, maka kebijakan 
yang dimaksud adalah kebijakan yang bisa mungkin dilakukan oleh :  
(1) Kebijakan pemerintah dalam artian luas (Eksekutif, Legislatif, 
Yudikatif). 
(2) Kebijakan pemerintah dalam artian sempit yaitu oleh eksekutif. 
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 Samsu Alam.Buku ajar bagi tenaga akademik Unhas Kebijakan 
Pemerintahan.Makassar.2012.Hal 25 
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(3) Kebijakan oleh aparatur negara dalam jabatan kenegaraan 
seperti kebijakan Presiden, Kebijakan Mentri, Kebijakan 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Kebijakan Ketua 
mahkamah Agung, dan kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan 
oleh para aparatur negara seperti kebijakan kepala kejaksaan, 
kebijakan kepala kepolisian negara, kebijakan pimpinan komisi 
dan seterusnya berkenaan dengan jabatan negara seperti 
jabatan gubernur, jabatan bupati dan seterusnya.  
(4) Kebijakan oleh aparartur pemerintah dalam swatu kesatuan 
birokrasi seperti kebijakan berkenaan dengan korpri. 
(5) Kebijakan administrasi negara dalam satu kesatuan sistem 
kelembagaan seperti kebijakan kelembagaan pendidikan 
nasional23.  
 
Kelima kebijakan disebutkan diatas adalah menjadi bidang kajian 
kebijakan pemerintah, yang dilakukan oleh manusia-manusia 
pemerintahan dalam satu kesatuan kekuasaan pemerintahan, satu 
kesatuan dalam hubungan secara fungsional antara pemerintah dengan 
rakyat dalam berbagai peran dan status sebagai pihak yang diperintah 
(dikuasai) maupun dalam hubungan kerjasama dalam pencapaian 
kehendak negara sebagaimana diisyaratkan oleh konstitusi.  
Kelima kebijakan yang terkatagorikan sebagai kebijakan 
pemerintah pada sasarannya ditujukan untuk kepentingan pihak yang 
diperintah (rakyat, masyarakat, penduduk, warga negara, dan masyarakat, 
berbagai kelompok kepentingan, berbagai golongan masyarakat) yang 
pada hakekatnya adalah dipandang sebagai publik, publik tidak saja 
dalam konteks negara inklud pemerintah akan tetapi seluruh pihak yang 
diperintah yang berlangsung baik dalam hubungan fungsional dalam 
                                                             
23
 Samsu Alam.Buku ajar bagi tenaga akademik Unhas Kebijakan 
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konteks kekuasaan maupun dalam hubungan kerjasama dalam konteks 
pengaturan24.  
Kebijakan pemerintah yang pada hakekat tujuan dan sarannya 
adalah terkatagorikan sebagai kebijakan publik maka hal itu menunjuk 
pada tingkah laku sejumlah pelaku atau kumpulan pelaku seperti aparatur 
pemerintah, birokrat atau kelembagaan legislatif dalam hal kegiatan yang 
berkaitan dengan kepentingan publik seperti kegiatan yang bersentuhan 
dengan transportasi umum dan perlindungan konsumen. Kebijakan publik 
boleh dipandang sebagai segala kegiatan yang menjadi pilihan 
pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan, meski terdapat 
sejumlah definisi yang mungkin dapat memberikan pemahaman yang 
cukup dalam setiap pembicaraan yang berkaitan dengan kepentingan 
umum.Berbagai literatur ilmu politik berisi banyak definisi kebijakan publik, 
rasanya hampir setiap orang yang menulis tentang hasil kebijakan publik 
mengajukan tawaran definisi dan dengan berbagai pandangan dan kritik.  
Untuk definisi pemerintah, Dunn mengatakan bahwa : 
“ Mengemukakan satu definisi yang merumuskan kebijakan 
publik adalah “hubungan dari unit pemerintahan dengan 
lingkungannya. Dan Dunn juga merumuskan dengan 
mengemukakan bahwa kebijakan publik ialah apapun yang 
pemerintah hendak lakukan atau tidak dilakukan.25  
 
Richard Rose menyarankan bahwa : 
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 Samsu Alam.Buku ajar bagi tenaga akademik Unhas Kebijakan 
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“Kebijakan dianggap sebagai rangkaian yang panjang dari 
kegiatan yang lebih kurang saling berhubungan dan berakibat 
untuk sesuatu yang perlu diperhatikan dari sekedar sebagai suatu 
keputusan tertentu”.  
 
Definisi Rose memperkuat dugaan bahwa : 
“Kebijakan adalah arah dan pola dari kegiatan dan bukan 
sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Iimuwan politik Carl 
J. Friedrich merumusakan kebijakan sebagai bentuk tindakan yang 
dibuat oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
kesempatan dan tantangan lingkungan dimana kebijakan diajukan 
untuk digunakan guna menanggulangi kesulitan atau permasalahan 
yang terjadi dalam usaha mencapai tujuan atau merealisasikan 
program atau tujuan yang dikehendaki”26.  
 
Namun secara sederhana dapat dirumuskan bahwa kebijakan 
publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan lembaga 
pemerintahan dalam artian yang luas yang berarti lembaga non-
pemerintahan juga secara implisit termasuk didalamnya dengan alasan 
karena mereka pun adalah juga. sebagai pelaku dan faktor yang 
mempengaruhi.  
Implikasi dari kebijakan pemerintah juga disebut sebagai kebijakan 
publik dapat  disebutkan sebagai berikut: Pertama; bahwa apa yang 
dimaksudkan dengan kebijakan pemerintah atau publik adalah setiap 
tindakan yang beroriontasi pada tujuan yang dikehendaki pada situasi 
yang memungkinkan berubah secara terus menerus, Kedua; kebijakan 
pemerintah atau kebijakan publik mengandung pola atau bentuk tindakan 
yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Ketiga; kebijakan pemerintah atau 
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kebijakan publik timbul karena respon terhadap tuntutan, atau 
penyelesaian atas issu publik.Keempat;kebijakan pemerintah atau 
kebijakan publik memuat apa yang pemerintah selalu lakukan, bukan apa 
yang pemerintah hendak lakukan atau apa yang pemerintah rencanakan 
akan dilakukan. Kelima; kebijakanpemerintah atau kebijakan publik bisa 
mungkin berdampak positif selain dampak negatif. Ia memuat beberapa 
bentuk tindakan pemerintah sekaligus dengan sejumlah masalah dimana 
tindakan diinginkan (positif), atau bisa mungkin memuat beberapa hal 
yang sedang dicari pemecahannya (negatif)27. 
 
2.1.5. Reklamasi Pantai  
2.1.5.1. Pengertian reklamasi pantai  
Reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim 
yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam 
Kamus Bahasa Inggris-Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, 
disebutkan arti reclaimsebagai menjadikan tanah (from the sea). Masih 
dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan sebagai 
pekerjaan memperoleh tanah. Ada beberapa sumber yang mendefinisikan 
arti dari reklamasi yaitu sebagai berikut : 
1. Menurut Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005), reklamasi 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka 
meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut 
lingkungan dan sosial ekonomi  dengan cara pengurugan, 
pengeringan lahan atau drainase. 
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2. Peraturan Menteri Perhubungan No PM 52 Tahun 2011 
menyebutkan bahwa, reklamasi adalah pekerjaan timbunan di 
perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan atau kontur 
kedalaman perairan. 
3. Berdasarkan Pedoman Pengembangan Reklamasi Pantai dan 
Perencanaan Bangunan Pengamanannya (2004), reklamasi pantai 
adalah meningkatkan sumberdaya lahan dari yang kurang 
bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, 
kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis. 
4. Menurut Perencanaan Kota (2013), reklamasi sendiri mempunyai 
pengertian yaitu usaha pengembangan daerah yang tidak atau 
kurang produktif (seperti rawa, baik rawa pasang surut maupun 
rawa pasang surut gambut maupun pantai) menjadi daerah 
produktif (perkebunan, pertanian, permukiman, perluasan 
pelabuhan) dengan jalan menurunkan muka air genangan dengan 
membuat kanal –kanal, membuat tanggul/ polder dan memompa air 
keluar maupun dengan pengurugan. 
5. Berdasarkan Modul Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan 
Reklamasi (2007) adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan 
kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong 
dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. 
Misalnya di kawasan28. 
  
Reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu 
daerah yang sebelumnya adalah air. Reklamasi yang paling sering 
dilakukan di Indonesia adalah reklamasi pantai dan reklamasi kawasan 
pertambangan. Reklamasi pantai adalah pekerjaan untuk mendapatkan 
bidang lahan dengan luasan tertentu di daerah pesisir dan laut. 
Menurut Save M Dagun mengatakan bahwa pengertian dari 
reklamasi adalah : 
Reklamasi merupakan sebuah pemanfaatan lahan yang tidak 
ekonomis sebagai kepentingan pemukiman, pertanian, industri, 
rekreasi dan yang lainnya, yang mencakup pengawetan tanah, 
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pengawetan sumber air, pembebasan tanah tandus, drainase 
daerah rawa atau lembah dan proyek pasang surut29. 
Usaha mereklamasi pantai saat ini mulai banyak bermunculan, hal 
ini disebabkan karena keterbatasan lahan perkotaan dan semakin sulit 
mencari lahan di daratan untuk kepentingan. Pembangunan tersebut 
digunakan untuk pemukiman, bisnis maupun tempat rekreasi. Namun, 
pilihan itu menimbulkan dampak positif maupun negative yang menjadi 
tantangan maupun ancaman. 
2.1.5.2. Tujuan dan manfaat reklamasi 
Tujuan dari adanya reklamasi menurut Modul Terapan Pedoman  
Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (2007) yaitu untuk 
menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi 
suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat. Kawasan daratan 
baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman, 
perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan udara, perkotaan, 
pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir air tawar di pinggir pantai, 
kawasan pengelolaan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai 
tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi serta untuk 
menjadi suatu kawasan wisata terpadu.  
Namun menurut Perencanaan Kota (2013), tujuan dari reklamasi 
pantai merupakan salah satu langkah pengembangan kota. Reklamasi 
diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan 
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kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala 
dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). 
Dengan kondisi tersebut, pemekaran kota ke arah daratan sudah tidak 
memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru. 
 Menurut Max Wagiu, tujuan dari program reklamasi ditinjau dari 
aspek fisik dan lingkungan yaitu:  
1. Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat 
gelombang laut. 
2. Untuk memperoleh tanah baru di kawasan depan garis pantai 
untuk mendirikan bangunan yang akan difungsikan sebagai 
benteng perlindungan garis pantai30. 
 
Adapun kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek 
tata guna lahan, ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari aspek tata ruang, 
suatu wilayah tertentu perlu direklamasi agar dapat berdaya dan memiliki 
hasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, 
wisata atau pemukiman yang perairan pantainya dangkal wajib untuk 
direklamasi agar bisa dimanfaatkan. Terlebih kalau di area pelabuhan, 
reklamasi menjadi kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas 
pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, 
pergudangan dan sebagainya.  
Dalam perkembangannya pelabuhan ekspor–impor saat ini menjadi 
area yang sangat luas dan berkembangnya industri karena pabrik, moda 
angkutan, pergudangan yang memiliki pangsa ekspor–impor lebih memilih 
tempat yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat ekonomis dan 
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mampu memotong biaya transportasi. Aspek perekonomian adalah 
kebutuhan lahan akan pemukiman, semakin mahalnya daratan dan 
menipisnya daya dukung lingkungan di darat menjadikan reklamasi 
sebagai pilihan bagi negara maju atau kota metropolitan dalam 
memperluas lahannya guna memenuhi kebutuhan akan pemukiman.  
Dari aspek sosial, reklamasi bertujuan mengurangi kepadatan yang 
menumpuk dikota dan meciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran 
karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan 
pengembang, tidak berada di bantaran sungai maupun sempadan pantai. 
Aspek lingkungan berupa konservasi wilayah pantai, pada kasustertentu 
di kawasan pantai karena perubahan pola arus air laut mengalami abrasi, 
akresi ataupun erosi. Reklamasi dilakukan diwilayah pantai ini guna untuk 
mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena ketiga permasalahan 
tersebut ke bentuk semula. 
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2.2  Kerangka Pikir Penelitian  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian, 
maka penelitan ini dilaksanakan di Kota Makassar dimana titik 
pengambilan data penelitian tentang hubungan kerja sama pemerintah 
dan swasta dalam kebijakan reklamasi pada: (1). Kantor Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (2).Dinas 
Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, (3).Badan 
Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan, (4). Dinas 
Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi 
Selatan, (5). Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawsi Selatan 
(6).Dinas Tata Ruang Daerah Kota Makassar, (7).Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Makassar, (8).Dinas Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah Kota Makassar, (9).LSM Wahana Lingkungan Hidup 
(WALHI) Sulawesi Selatan,  (10). Marketing and Gallery PT Yasmin Bumi 
Asri, (11). Masyarakat nelayan. 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 
gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pola kemitraan Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri dalam kebijakan 
reklamasi pantai di Kota Makassar. metodologi kualitatif sebagai prosedur 
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penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 
maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana 
data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh 
melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi 
pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperi data pendukung yang 
diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang 
sangat berkaitan dengan judul penelitian. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian, yakni sebagai berikut: 
1. Dokumen dan Arsip 
Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti 
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, 
skripsi dan tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode 
pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. 
Dokumen dan arsip yang berkaitan dengan fokus penelitian 
merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam 
penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis, 
gambar/foto, laporan penelitian sebelumnya maupun tulisan - 
tulisan ilmiah.  
2. Observasi 
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 Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek 
kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan 
dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang 
diteliti dan untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan 
dengan kenyataan yang ada, dengan melakukan pengamatan 
langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan 
objek penelitian. 
3. Wawancara 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara 
tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau 
keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan 
para informan. 
 
3.4. Informan Penelitian 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang 
berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan 
dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung. 
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Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1) Kepala bagian perundang-undangan DPRD Provinsi Sulawesi 
Selatan 
2) Kepala bagian UPTD Mamminasata Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan 
3) Kepala Bagian Penataan Daerah dan Kerja Sama Provinsi 
Sulawesi Selatan 
4) Pejabat Fungsional Perencanaan Muda Provinsi Sulawsi Selatan, 
selaku penanggungjawab perencanaan pembangunan Daerah di 
kantor dinas perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi 
selatan 
5) Staf Pengamat Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, 
Penanggungjawab dibagian lingkungan daerah di kantor Badan 
Lingkungan Daerah Provinsi Sulaesi Selatan 
6) Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Kota Makassar 
7) Kepala Seksi Pengendalian Ruang Kota Makassar 
8) Leader Penanggungjawab di kantor Marketing Galari  PT Yasmin 
Bumi Asri 
9) Ketua LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Sul-Sel  
10) Masyarakat Nelayan (Bapak Dg. Baha, bapak Dg. Ngallo dan 
bapak  Dg. Sija) 
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3.5. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
data sekunder : 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data 
empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa 
pihak atau informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia 
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dan relevan 
dengan kebutuhan penelitian. Salah satunya kepala bagian atau 
instansi yang terkait dalam penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah 
bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang 
terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, 
dokumen atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga 
terkait yang relevan dengan kebutuhan data dalam penelitian. 
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3.6. Definisi Konsep 
Defenisi konsep bertujuan untuk mengarahkan peneliti dalam 
melakukan penelitian. Maka dari itu disusun definisi konsep yang dapat 
dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yakni : 
1. Reklamasi pantai di kota Makassar dimana lahan pesisir yang 
membentang di lima kacamatan yakni Mariso, Tamalate, 
Biringkanaya, Tallo dan Tamalanrea akan di reklamasi. Pantai 
losari yang menjadi salah satu ikon kota Makassar. 
2. Perda Provinsi Sulsel No 9 Tahun 2009 Tentang Rencana tata 
ruang Provinsi Sulsel. Reklamasi panati di kota Makassar 
merupakan salah satu paket dalam Megaproyek Center Point 
Of Indonesia (CPI) Pemerintah Provinsi Sul-Sel dengan seluas 
157 hektar Konsep CPI ini sendiri adalah kawasan modern 
„CitraLand City Losari Makassar‟ yang terintegrasi dalam 
hunian dan pusat komersil.  
3. Pola kemitraan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan 
swasta terkait pelakasanaan kebijakan reklamasi di Kota 
Makassar adalah Pola Kemitraan Produktif dimana pola 
kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam 
paradigma common interest. Prinsip simbiosis mutualisme 
sangat kental. Pada pola ini perusahaan mempunyai 
kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah 
memberikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha dan 
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masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. 
Bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan resource based 
partnership dimana mitra diberikan kesempatan menjadi bagian 
shareholders. 
4. Pemerintah daerah berdalih telah memiliki payung hukum 
terhadap hal ini yaitu dengan disahkan Rancangan peraturan 
darah (Ranperda) tekait rencana tata ruang wilayah (RTRW) 
tahun 2015-2035, dimana pelakanaan reklamasi berada di 
lokasi kota Makassar. 
5. Pihak Pemerintah dalam hal pelaksanaan Reklamasi pantai di 
kota Makassar merupakan salah satu paket dalam megaproyek 
Centre Point of Indonesia (CPI) Pemprov Sulsel, dengan seluas 
157 hektare. Pada pembangunan CPI merupakan Kawasan 
Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Nasional 
(KSN), Pihak Swasta (Insvektor) dalam hal ini Pememerinth 
Provinsi sulawesi Selatan telah menyatakan proyek CPI 
Pememerinth Provinsi sulawesi Selatan menggandeng swasta 
yakni PT Yasmin Bumi Asri sebagai perusahaan swasta 
pemenang tender dan Konsep CPI. 
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hubungan kerja 
sama pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi di Kota 
Makassar yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. 
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3.7. Analisis Data 
        Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan 
mnggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses 
pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi yang 
diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi 
sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan 
untuk menggambarkan sacara sistematis fakta-fakta dan data-data 
yang di peroleh, serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi 
lapang maupun studi literatur untuk kemudian mendapatkan 
penjelasan mengenai pola kemitraan Pemerintah dan swasta dalam 
kebijakan reklamasi pantai di kota Makassar.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menjelakan terkait dengan gambaran tentang lokasi 
beserta hasil penelitian yang telah ditemukan dilapangan. Hasil penelitian 
menggambarkan secara umum Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi 
sejarah, kondisi geografis, aspek-aspek pendukung seperti aspek sosial 
dan ekonomi serta Dinas Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Pihak Swasta yang terlibat dalam kerjasama. Selain itu, bab ini 
menguraikan hubungan kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam 
kebijakan reklamasi dan faktor-faktor yang berpengaruh baik itu sifatnya 
mendukung maupun menghambat hubungan kerja sama pemerintah dan 
swasta dalam kebijakan reklamasi pantai di Kota Makassar 
4.1.  Gambaran umum Provinsi Sulawesi Selatan 
4.1.1. Sejarah terbentuknya Provinsi Sulawesi Selatan 
Sebelum Proklamasi RI, Sulawesi Selatan, terdiri atas sejumlah 
wilayah kerajaan yang berdiri sendiri dan didiami empat etnis yaitu ; Bugis, 
Makassar, Mandar dan Toraja. Ada tiga kerajaan besar yang berpengaruh 
luas yaitu Luwu, Gowa dan Bone, yang pada abad ke XVI dan XVII 
mencapai kejayaannya dan telah melakukan hubungan dagang serta 
persahabatan dengan bangsa Eropa, India, Cina, Melayu dan Arab. 
Setelah kemerdekaan, dikeluarkan UU Nomor Tahun 1950 dimana 
Sulawesi Selatan menjadi provinsi Administratif Sulawesi dan selanjutnya 
pada tahun 1960 menjadi daerah otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara 
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berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1960. Pemisahan Sulawesi Selatan dari 
daerah otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara ditetapkan dengan UU 
Nomor 13 Tahun 1964,sehingga menjadi daerah otonom Sulawesi 
Selatan.  
Periode Gubernur :  
I. Gubernur Sulawesi  
1945 – 1949 DR. G. S.S.J. Ratulangi  
1950 – 1951 B. W. Lapian  
1951 – 1953 R. Sudiro  
1953 – A. Burhanuddin  
1953 - 1956 Lanto Dg. Pasewang  
1956 – 1959 A. Pangerang Pettarani 
II. Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara  
1959 – 1960 A. Pangerang Pettarani  
1960 – 1966 A. A. Rivai. 
III. Gubernur Sulawesi Selatan 
1966 – 1978 Ahmad Lamo (Dua periode)  
1978 – 1983 Andi Oddang 
1983 – 1993 A. Amiruddin (Dua periode) 
1993 – 2003 H. Z. B. Palaguna (Dua periode) 
2003 – 2008 H. M. Amin Syam 
2008 – Ahmad Tanribali Lamo Pejabat Gubernur Sementara   
2008 – Syahrul Yasin Limpo sekarang (Dua periode) 
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4.1.2. Aspek Geografi dan Demografi  
Gambaran geografi dan demografi secara umum untuk mengarah 
pada bagaimana kondisi potensi dan peluang pengembangang wilayah 
Slawesi Selatan. 
4.1.2.1. Karakteristik lokasi dan wilayah 
4.1.2.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi 
  Propinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah 46.083,94 km 
persegi, memiliki daerah administratif 21 kabupaten, tiga kota, 304 
kecamatan, dan 2.953 Desa/Kelurahan. Provinsi Sulawesi Selatan 
berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk 
Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur serta sebelah 
Barat dan Timur masing-masing dengan Selat Makassar dan Laut Flores. 
Tabel 2 
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut 
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 
 
Kode Kabupaten/ 
Kota 
Luas Area 
(KM2) 
Jumalah 
Kacamatan 
Banyaknya  
Desa/ Kelurahan 
1 Selayar 1.199,91 11 74 
2 Bulukumba 1.170,10 1010 126 
3 Bantaeng 397,06 8 67 
4 Jeneponto 837,99 11 133 
5 Takalar 620,26 9 83 
6 Gowa 1.802,26 18 167 
7 Sinjai 924,15 9 80 
8 Maros 1.538,08 14 103 
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9 Pangkep 814,95 13 102 
10 Barru 1.192,39 7 54 
11 Bone 4.539,38 27 372 
12 Soppeng 1.337,99 8 70 
13 Wajo 2.394,15 14 176 
14 Sidrap 2.081,01 11 105 
15 Pinrang 1.892,42 12 104 
16 Enrekang 1.821,41 12 129 
17 Luwu 2.940,51 21 227 
18 Tana Toraja 2.148,67 19 159 
22 Luwu Utara 7.365,51 11 176 
25 Luwu Timur 7.315,77 11 102 
26 Toraja Utara 1.169,95 21 151 
71 Makassar 181,92 14 143 
72 Pare-pare 88,92 4 22 
73 Palopo  254,57 9 48 
 Sulawesi 
Selatan 
46.083,94 304 2.953 
Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 
 
 
 
 
 
 
 
55 
 
4.1.2.2. Letak dan Kondisi Geografis Wilayah    
Letak dan Kondisi Geografis Sulawesi Selatan terletak antara 0°12' 
-8° Lintang Selatan dan 116°48' -122°36' Bujur Timur. Geografi wilayah 
mencakup pesisir dan pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan  
67 aliran sungai dan tiga danau. Terdapat gunung Bawakaraeng di  
selatan,serta gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara, pada 
bagian tengah membentang bukit karst sepanjang Maros dan Pangkep, 
dengan klimatologi yang terbedakan antar musim pada pantai Barat dan 
Timur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 : Peta Geografis Provinsi Sulawesi Selatan  
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4.1.2.3. Demografi 
Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2013 
adalah sebesar 8.342.047 jiwa. Jumlah penduduk terbesar Tahun 2013di 
Kota Makassar yang merupakan pusat kegiatan perekonomian dan 
ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 
1.408.072 jiwa. Terendah adalah Kab. Selayar 127.220 jiwa. 
 
 
Tabel 3 
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ Kota 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Sumber : RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 
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4.1.3. Pengembangan Wilayah 
4.1.3.1. Potensi Pengembangan Wilayah  
Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan 
dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang baik Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Sulawesi Selatan 
sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan, pariwisata, dan 
pertanian yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan. Rencana 
struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pendukung kegiatan 
sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi 
antara kawasan perkotaan baik antara Pusat Kegiatan Nasional,dengan 
Pusat Kegiatan Wilayah maupun dengan Pusat Kegiatan Lokal yang 
didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, 
telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu. 
PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(RTRWN) mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wila 
yah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi 
pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis 
nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan.  
Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi 
system perkotaan nasional, system jaringan transportasi nasional, system 
jaringan energy nasional, system jaringan telekomunikasi nasional dan 
system jaringan sumber daya air. Sedangkan rencana pola ruang di 
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Sulawesi Selatan mencakup kawasan lindung nasinal, dan kawasan 
budidaya yang memiliki nilai strategis nasional serta kawasan strategis 
nasinal. 
Tabel 4 
Sistem perkotaan Nasional, Provinsi dan Lokal 
 
No Kabupaten/ 
Kota 
Sistem Perkotaan Nasional Sistem Perkotaan 
Provinsi 
Pusat Kegiatan 
Nasional 
Pusat Kegiatan 
Wilayah 
Pusat Kegiatan 
Lokal 
1 Kepulauan 
Selayar 
  Kawasan Benteng 
dan Kawasan 
Pamatata 
2 Bulukumba  Bulukumba 
(Agroindustri, 
Pertanian, 
Parawiasat, 
Perikanan) 
 
3 Bantaeng   Kawasan Prkotaan 
Bantaeng 
4 Jeneponto  Jeneponto 
(Agroindustri, 
Pertanian, 
Parawiasat, 
Perikanan) 
 
5 Takalar Kawasan 
Perkotaan 
Mamminasata 
(Perdagangan 
Dan Jasa) 
  
6 Gowa Kawasan 
Perkotaan 
Mamminasata 
(Perdagangan 
Dan Jasa) 
  
7 Sinjai   Kawasan Sinjai 
8 Maros Kawasan 
Perkotaan 
Mamminasata 
(Perdagangan 
Dan Jasa) 
  
9 Pangkep   Pangkejene 
(Agroindustri, 
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Pertanian, 
Parawiasat, 
Perikanan) 
10 Barru  Barru (Agroindustri, 
Pertanian, 
Parawiasat, 
Perikanan) 
Kawasan Emas 
11 Bone   Watampone 
(Agroindustri, 
Pertanian, 
Parawiasat, 
Perikanan) 
 
12 Soppeng    Kawasan 
Watasoppeng 
13 Wajo    Kawaan Sengkang 
14 Sidrap   Kawasan 
Pangkajene 
15 Pinrang   Kawasan Pinrang 
16 Enrekang   Kawasan 
Enrekang 
17 Luwu   Kawasan Belopa 
18 Tana Toraja   Kawasan 
Makangke 
19 Luwu Utara   Kawasan 
Masamba 
20 Luwu Timur   KTM Mahalona 
Kawasan Malili 
21 Toraja Utara   Kawasan 
Rantepao 
22 Makassar Kawasan 
Perkotaan 
Mamminasata 
(Perdagangan 
Dan Jasa) 
  
23 Pare-Pare   Pare-Pare 
(Agroindustri,Perik
an) 
24 Palopo    Palopo 
(Agroindustri, 
Perkebunan, 
Pertnian) 
Sumber : RPJMD Sulawesi Selatan. 
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  Sistem perkotaan Nasional di Sulawesi Selatan meliputi: Pusat 
Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Mamminasata yang 
meliputi seluruh wilayah Kota Makassar, dan Kabupaten Takalar serta 
sebagian wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dengan fungsi 
sebagai pusat pertumbuhan nasional dan pusat orientasi pelayanan 
berskala internasional serta sebagai penggerak utama di Kawasan Timur 
Indonesia. Pusat Kegiatan Wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi 
Kawasan Perkotaan Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, 
Bulukumba, Barru dan Parepare, yang berfungsi mendukung peran 
Kawasan Perkotaan Mamminasata dengan mengemban fungsi sebagai 
pusat jasa pelayanan keuangan, pusat pengolahan dan distribusi barang, 
simpul transportasi serta pusat pelayanan publik berskala provinsi.  
Sedangkan system perkotaan provinsi sebagaimana arahan 
RTRWP selain mengalokasikan system perkotaan nasional sebagaimana 
arahan RTRWN juga mengalokasikan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang 
merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat 
pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat jasa 
pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala 
kabupaten/kota atau beberapa kecamatanmeliputi Kawasan Perkotaan 
yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten di Bantaeng, Enrekang, 
Masamba, Belopa, Malili, Pinrang, Pangkajene, Benteng, Sinjai, 
Watansoppeng, Makale, Rantepao dan Sengkang, kawasan perkotaan 
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KTM Mahalona di kabupaten Luwu Timur, kawasan perkotaan EMAS di 
kabupaten Barru sebagai pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dan  
kawasan perkotaan Pamatata di kabupaten Kepulauan Selayar sebagai 
kawasan pusat distribusi bahan kebutuhan pokok kawasan timur 
Indonesia. 
 
4.1.3.2. Pengembangan kawasan strategis di Kota Makassar 
Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang 
dimana keberhasilan pembengunan di Kota Makassar tidak terlepas dari 
campur tangan pemerintah Provinsi sulewesi Selatan, terkait dengan 
kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center Point 
of Inonesia (CPI) selanjutnya disebut Kawasan Pusat Bisnis Terpadu 
Indonesia CPI adalah kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar berupa satu kesatuan kawasan 
bisnis berskala global. Pelaksanaan Center point of Indonesia (CPI) yang 
merupakan program prioritas pemerintah dan telah dilaksanakan 
pembangunannya di Kota makassar yang menjadi kawasan Strategi 
Provinsi sesuai dengan aturan perda No 9 tahun tahun 2009 tentang 
rencana tata ruang Provinsi Sulaesi Selatan 2009 – 2019 dan pelaksaan 
reklamasi berada di kota Makassar sesuai peraturan daerah Kota 
Makassar No 4 tahun 2015 tentang recana tata ruang pemerintah Kota 
Makassar 2015 – 2034. 
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4.1.3.2.1. Gambaran umum Kota Makassar 
Kota Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam 
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. 
Kota Makassar menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah 
menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. 
Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan 
batas-batas wilayah administratif sebagai berikut : 
 Sebelah Utara : Kabupaten Maros 
 Sebelah Selatan: Kabupaten Gowa 
 Sebelah Timur: Kabupaten Gowa dan Maros 
 Sebelah Barat: Selat Makassar 
 
Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 
143 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, 
Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, dan Kecamatan Ujung Tanah. 
Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan 
Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan 
Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, 
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Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, 
Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-
masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah 
Kota Makassar sebagai berikut : 
Tabel 5 
Luas wilayah dan perentase terhadap luas wilayah menurut 
kacamatan di kota makassar tahun 2013 
Kode Wil Kecamatan Luas Area 
(Km2) 
Peresentase Terhadap 
Luas Koata Makassar 
010 Mariso 1,82 1,04 
020 Mamajang 2,25 1,28 
030 Tamalate 20,21 11,50 
031 Rappocini 9,23 5,25 
040 Makassar 2,52 1,43 
050 Ujung Panhdang 2,63 1,50 
060 Wajo  1,99 1,13 
070 Bontoala 2,10 1,19 
080 Ujung tanah 5,94 3,38 
090 Tallo 5,83 3,32 
100 Panakukang 17,05 9,70 
101 Manggala 24,14 13,73 
110 Biringkanaya 48,22 27,43 
111 Tamalanrea 31,84 18,12 
7371 Kota Makassar 17.577 100,00 
Sumber : RTRW Kota Makassar 
Letak dan Kondisi Geografis Wilayah  : 
Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan 
terletak di Pantai Barat pulau Sulawesi berada dalam titik koordinat 119° 
18‟ 30,18" sampai dengan 119°32'31,03" BT dan 5°00' 30,18" sampai 
dengan5°14‟ 6,49" LS.Sesuai dengan karakteristik fisik dan 
perkembangannya. 
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4.1.3.2.2. Letak Kawasan Stratgis Provinsi (KSP) di Kota Makassar 
Penetapan kawasan strategis di Kota Makassar tercamtum pada 
perturan daerah Kota Makassar no 4 tahun 2015 tentang rencana tata 
ruang wilayah kota makassar 2015-2034 Kawasan Strategis Provinsi 
(KSP) yang ada di Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
77 menyebutkan bahwah Kawasan Strategis Provinsi (KSP)  atas sudut 
kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya; dan fungsi dan 
daya dukung lingkungan hidup. 
Pada pelaksanaan reklamasi  pantai di kota makassar terletak pada 
lokasi kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya dan pariwisata Center 
Point of Indonesia (Pusat Bisins Terpadu Indonesia) ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan 
Tamalate. 
Tabel 6 
Jumlah penduduk di wilayah Kota Makassar dan kecamatan Mariso, 
Tamalate, Ujung Pandang dalam Tahun 2011 – 2013 
 
Uraian 2011 2012 2013 Pertumbuhan 
(%) 
Kota Makassar 1.352.136 1.369.606 1.408.072 2,05 
Kec. Mariso 
Kelurahan Mariso 
Kelurahan Latte 
Kelurahan Panambungan 
56.408 
7.895 
8.924 
11.359 
56.524 
7.911 
8.943 
11.383 
57.790 
7.952 
9.189 
11.923 
1,22 
0,36 
1,48 
2,48 
Kec. Tamalate 
Kel. Tanjung Merdeka 
172.506 
8.828 
176.947 
9.055 
183.039 
10.540 
3,01 
9,49 
Kec. Ujung Pandang 
Kelurahan Lae-Lae 
27.160 
1.637 
27.201 
1.639 
27.802 
1.727 
1,18 
2,75 
Sumber : Kota Makassar dan kecamatan Mariso, Tamalate, Ujung   
                Pandang dalam angka Tahun 2012-2014 
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Jumlah penduduk disekitar wilayah studi mencangkup (3 
Kecamatan) (5 Kelurahan) yakni sebanyak 41.221 jiwa. Jumlah penduduk 
pada wilayah tersebut dari tahun 2011 hingga 2013 cenderung mengalami 
pertumbuhan rata-rata 3,31 % pertahun. Pada tabl tersebut terlihat bahwa 
pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada kelurahan Tanjung Merdeka. 
Gambar 2 
Peta Kawasan Strategis Provinsi di Kota Makassar  
dengan tingkat ketelitian 1:75.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : RTRW Kota Makassar  
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4.2. Gambaran umum UPTD Mamminasata 
  Unit Pelaksana Teknis Dinas Mamminasata, selanjutnya disebut 
UPTD Mamminasata, ditetapkan pada November 2009 sebagai salah satu 
unsur dalam Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sulawesi 
Selatan (Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2009). UPTD 
Mamminasata memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut: 
1. Memfasilitasi, memonitor dan membina penyusunan rencana tata 
ruang oleh kabupaten dan implementasinya, 
2. Melakukan sosialisasi tentang pembangunan permukiman di 
kawasan kota baru Mamminasata, 
3. Memberi rekomendasi (izin prinsip pemanfaatan ruang) di kawasan 
kota baru Mamminasata berdasarkan peraturan daerah dan 
standar teknis pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 
Mamminasata, 
4. Memfasilitasi bantuan berkenaan dengan pembangunan dan 
perbaikan sarana dan prasarana public, 
5. Melakukan pengendalian/pengawasan implementasi pembangunan 
perumahan di kawasan kota baru Mamminasata, 
6. Melakukan pembinaan, evaluasi terhadap penyelenggaraan 
pembangunan perumahan di kawasan kota baru Mamminasata, 
7. Memfasilitasi pengadaan utilitas untuk perumahan dan pemukiman 
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4.3. Hubungan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
dan PT Yasmin Bumi Asri dalam kebijakan reklamasi pantai di 
Kota Makassar 
4.3.1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
kegiatan  reklamasi pantai di Kota Makassar 
  Sebagaimana telah diatur pada UU No 32 Tahun 2004  yang 
menjelaskan eksistensi Gubernur agar pelaksanaan fungsi sebagai kepala 
daerah otonom dan wakil pemerintah Pusat di daerah.  Apabila 
pemerintah pusat memiliki kewenangan yang bersifat standar, norma, dan 
pedoman nasional, maka pemerintah provinsi memiliki kewenangan yang 
bersifat lintas Kabupaten/Kota dan koordinasi penyelenggaraan 
kewenangan di wilayah provinsi  tersebut. Terkait dengan kewenangan 
yang dimili pemerintah Provinsi, dalam PP No 38 Tahun 2007 ditentukan 
bahwa kewenagan pemrintah provinsi adalah mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan 
meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Menurut pasal 7 ayat (2) PP No. 
38 Tahun 2007, urusan pemerintah yang wajib di selenggarakan oleh 
pemerintahan provinsi adalah berkaitan dengan pelayanan dasar, yang 
meliputi; 
1. Pendidikan; 
2. Kesehatan; 
3. Lingkungan hidup; 
4. Pekerjaan umum; 
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5. Penataan ruang; 
6. Perencanaan pembangunan; 
7. Perumahan; 
8. Kepemudaan dan olah raga; 
9. Penanaman modal; 
10. Kopersi dan usaha kecil menengah; 
11. Kependudukan dan catatan sipil; 
12. Ketenagakerjaan; 
13.  Ketahanan pangan; 
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
15. Keluarga berencana dan keluarga sejatera; 
16. Perhubungan; 
17. Komunikasi dan informatika; 
18. Pertanahan; 
19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
20. Otonomi daerah; pemerintahan umum, administrasi keuangan daerh, 
perangkat daerah,kepegawaian dan persandian 
21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 
22. Sosial; 
23. Budaya; 
24. Statistik; 
25. Kearsipan; 
26. Perpustakaan; 
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  Salah satu kewenangan Provinsi sebagaimana yang disebutkan 
dalam PP No. 38 Tahun 2007 tersebut adalah Bidang Penataan Ruang. 
Kewenangan pemerintah provinsi  dalam pemanfaatan ruang, terkhusus 
pada Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemanfaatan ruang akan 
dijelaskan sebagai berikut : 
4.3.1.1. Pelaksanaan Pemanfaatan ruang kawasan strategis 
Provinsi  (KSP)  
 Dalam pelaksanaan pemaanfatan ruang kawasan strategis provinsi 
(KSP) Pemerintah Provinsi sendiri akan memanfaatkan ruang kawasan 
strategis dengan membangun Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) 
sebagai area publik yang terletak di kawasan pesisir pantai, 
pemeanfaatan ruang tersebut sesuai UU No 26 Tahun 2006 tentang 
penataan ruang tertuang dalam Pasal 10. Pada Ayat (1) disebutkan, 
wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan 
ruang meliputi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta 
terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan 
kabupaten/kota. Dalam pemanfaatan ruang kawasan Provinsi, Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan telah mencanangkan 11 program prioritas, 
antara lain: 
1. Pembangunan Jaringan Jalan,  
2. Air Bersih,  
3. Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional,  
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4. Instalasi Pengolahan Air Limbah,  
5. Kegiatan Go-Green,  
6. Pelayanan Drainase,  
7. Kota Baru,  
8. Kawasan Industri Kima I/Ii,  
9. Kawasan Pendidikan Kabupaten Gowa,  
10. Kawasan Maritim Takalar, Dan  
11. Center Point Of  Indonesia (CPI) yang terletak di Kota Makassar. 
 Pada pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI) 
dilatarbelakangi rencana tata ruang nasional berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No. 26 Tahun 2008. Salah satunya adalah kawasan 
Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Kawasan 
strategis nasional di Makassar ini lahir atas Perpes No. 55 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar. 
 
  Dari hasil wawancara terkait pelaksanaan reklamasi di kota 
makassar, menurut ibu B. Linda Deryani, ST, MT selaku kepala seksi 
pengendalian ruang kota Makassar menyatakan bahwa : 
 “Dalam hal Pelaksanaan reklamasi pantai di kota makassar 
yaitu Center Point Of  Indonesia (CPI) merupakan proyek dari 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, reklamasi bertujuan 
sebagai menambah daratan dan juga bertujuan untuk penataan. 
Pelaksanaan tersebut sesuai dengan RTRW kota Makassar yang 
tealah di sebutkan bahwa pelaksanaannya merupakan dari pihak 
Pemerintah Provinsi Sul-Sel, dan pihak Swasta. Dari kegiatan 
tersebut juga merupakan kawasan strategis Provinsi dan yang 
menjadi kewenagan dari pelaksanaan tersebut adala Pemerintah 
Provinsi”. (wawancara tanggal 13 februari 2017 pukul 11.00 
WITA). 
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Menurut ibu Andi Yurnita, ST, M.Si merupakan kpala bagian UPTD 
Mamminasata Provinsi Sulawesi Selatan : 
Adapun latar belakang pelaksanaan reklamsi panati untuk 
kawasan  Center Point Of  Indonesia (CPI) yang terletak di 
kawasan pesisir pantai  antara lain:  
a. Karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan 
sejarah kota makassar yang tumbuh berkembang di peisisir 
pantai, maka reklamasi dilakukan untuk menyiapkan lahan 
baru bagi perkembangan kota (urban sprawl) 
b. Ruang pesisir seperti magnet yang sangat kuat menarik 
semua pihak untuk  berada pada kawasan ini,  
c. Keterbatasan ruang pada kawasan pesisir kota makassar 
tidak dapat menampung semua kepentingan yang ada  
d. Ancaman pantai losari terhadap kenaikan muka air laut 
(penelitian australia) 
e. Terjadi abrasi di pesisir pantai losari (hasil pengamatan) 
Sedimentasi yang makin kuat akibat terbawa arus sungai 
jeneberang (data dari amdal makassar new port). (Wawancara 
tanggal 8 Maret 2017 pukul 14.08 WITA). 
 
Sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia, pemerintah 
daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya menurut asas desentralisasi, tugas pembantuan,dan 
dekonsentrasi sesuai dengan peraturan prundang-undangan. Pemberian 
otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat wujudnya 
kesejateraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan 
dan peran serta masyarakat.  
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Gamabar  3 : Struktur Organisasi Dinas Sumber daya Air , Cipta  
         Karya dan Tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan 
 
4.3.1.2. Izin pelaksanaaan dan Izin lokasi reklamasi yang di 
keluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
kegiatan reklamasi pantai di Kota Makassar  
 Dalam mencapai pemanfaatan ruang strategis Provinsi (KSP)  
untuk itu pemerintah bertujuan untuk menciptakan ruang Publik yang di 
sebut dengan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) yang terletak di 
kawasan pesisir pantai kota makassar. Dengan memanfaatkan ruang 
yang ada di pesisir pantai tersebut maka pemerintah provinsi melakukan 
kegiatan reklamasi pantai. 
 Pada pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan berwenang menerbitkan izin pelaksanaan 
reklamasi pada perairan laut di luar kewenangan Kabupaten/Kota sampai 
dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai ke arah 
laut lepas dan/atau kearah perairan kepulauan. Permohonan izin 
pelaksanaan reklamasi harus dengan persyaratan, setelah persyaratan 
lengkap dan benar akan dilakukan survey atau peninjauan lapangan 
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terhadap kebenaran dokumen, jenis usaha, oleh tim teknis bersama Tim 
URC (SKPD Terkait). 
Tabel 7 
Dasar Hukum Izin pelaksanaan dan izin lokasi reklamasi pada 
Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan  
sebagai Kawasan Strategis Provinsi 
No Aturan Tentang 
1 UU No 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah 
2 UU No 26 Tahun 2007  Penataan Ruang 
3 UU No 27 Tahun 2007  Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil  
4 Peraturan Pemerintah No 
38 Tahun 2007 
Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah Daerah Dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota  
5 Peraturan Pemerintah No 
15 Tahun 2010  
Penyelenggaraan Penataan Ruang 
6 Peraturan Presidn No 122 
Tahun 2012 
Reklamasi Di Wwilayah Pesisir Dan 
Pulau-Pulau Kecil 
7 Peraturan Menteri 
Perhubungan No KM 52 
Tahun 2004  
Penyelenggaraan Pelabuhan 
Penyeberangan 
8 Peraturan Menteri Kelautan 
Dan Perikanan No 17  2013 
Perizinan Reklamasi Di Wilayah 
Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil 
9 Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan No 9 
Tahun 2009 
Rencana Tata Ruang Provinsi 
Sulawesi Selatan 
10 Peraturan Gubernur 
Provinsi Seulawesi Selatan 
No 17 Tahun 2013  
Izin Pemeanfaatan Ruang Pada 
Kawasan Pusat Bisnis Terpadu 
Indnesia Di Provinsi Sulawesi 
Selatan Sebagai Kawasan Strategis 
Provinsi 
11 Surat permohonan no 105/OGL/IX/20 tanggal 5 september 2013 
atas nama PT Yasmin Bumi Asri beserta kelengkapan dokumen.  
  Sumber : Surat Izin Gubernur Provinsi Sulawsi Selatan Nomor  
                  644/6273/TARKIM 
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 Adapun pernyataan dari Bapak Abd. Gaffar Pallu yang merupakan 
kepala bagian penataan dan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan menyatakan bahwa : 
 “Untuk mengenai izin pelaksanaan reklamasi dan lokasi 
yang mengeluarkan surat keputusan tersebut adalah Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini yang menandatangani 
terkait izin tersebut adalah Bapak Gubernur Dr.H. Syahrul Yasin 
Limpo, SH, M.Si, MH”. (wawancara tanggal 13 februari 2017 pukul 
11.00 WITA). 
 
 Untuk mewujudkan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI)  
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal pemanfaatan ruang yakni 
melakukan reklamasi pantai, adapun Perundang-undangan yang menjadi 
acuan pembanguanan dan pengeluaran izin reklamasi pada lokasi Center 
Point Of Indonesia (CPI) tercantum pada UU No 26 tahun 2007 bagian 
ketiga tentang wewenang daerah Provinsi, pasal 10, ayat (1) a,b,c,d dan 
ayat (2) yang berisikan tentang kewenangan pemerintah Provinsi dalam 
menyelenggarakan penataan ruang dan wewenang Pemerintah daerah 
Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi. Sebagai 
Berikut : 
Pasal 10 
(1) Wewenang Pemerintah daerah Provinsi dalam penyelenggaraan 
penataan ruang meliputi:  
a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan 
kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan 
ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;  
b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;  
c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; 
dan  
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d. Kerja sama penataan ruang antar provinsi dan 
MemfasilitasI kerja sama penataan ruang 
antarkabupaten/kota.  
(2) Wewenang Pemerintah daerah Provinsi dalam pelaksanaan 
penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi:  
a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;  
b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 
 
 Adapun terkait lokasi pelaksanaan reklamasi di kota makassar, 
menurut ibu B. Linda Deryani, ST, MT : 
 Lokasi dari pelaksanaan reklamasi berada dikota makassar 
yang dimana lokasi tersebut adalah letak dari kawasan strategis 
Provinsi Sulawesi Selatan, aturan mengenai kawasan strategis 
provisi ada pada RTRW Kota Makassar, dan dalam pelaksanaan 
tersebut terjalin hubungan Koordinasi antara pemerintah Kota 
makassar dengan pemeritah kota Makassar”. (Wawancara pada 
tanggal 13 Maret 2017). 
 
Untuk melengkapi aturan pelaksanaan reklamasi oleh pemerintah 
daerah tercantum pada UU No 23/2014 tentang pemerintahan daerah 
pasal 18 yakni : 
Pasal 18 
(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 11 ayat (3). 
(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan 
Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan 
minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal 
diatur dengan peraturan pemerintah. 
Adapun UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 10, yakni; 
Pasal 10 
(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan 
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penataan ruang meliputi:  
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan 
kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang 
kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; 
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;  
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; 
dan  
d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan  
kerjasama penataan ruang antarkabupaten/kota.  
(2) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan 
penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b meliputi:  
a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;  
b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan  
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. 
(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsisebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi 
melaksanakan:  
a. penetapan kawasan strategis provinsi;  
b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;  
c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan  
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis 
provinsi.  
(4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan 
ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan pemerintah 
daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.  
(5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, 
pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk 
pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota.  
(6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pemerintah daerah 
provinsi:  
a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 
1) rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka 
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;  
2) arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang 
disusun dalam  rangka pengendalian pemanfaatan ruang 
wilayah provinsi; dan  
3) petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;  
b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan 
ruang.  
(7) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi 
standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah 
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mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
Serta UU No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil, pasal 50 (2) yakni berbunyi: 
Rencana tata ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 (dua) 
atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam 
pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah. 
Sedangkan untuk izin rekamasi diperkuat oleh Perpres No 122/tahun 2012 
tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasal 16 yakni;   
Pasal 16 
a  . Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi,  
      Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib   
      terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri,   
      gubernur, atau bupati/walikota. 
b   Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi  
     pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi   
     lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan  
     yang dikelola oleh Pemerintah. 
  c   Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada 
       Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi  
       lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan  
       setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan  
       Gubernur. 
 d    Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin  
       pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan  
       kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan     
       perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah 
 
Untuk kewenangan zonasi terkait dengan UU no 27 tahun 2007 tentang 
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  pasal 50 ayat (2) 
berbunyi :  
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Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 
sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke 
arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan 
Pesisir lintas kabupaten/kota.  
 
Adapun aturan mengenai kawasa strategi provinsi terkait 
pelaksanaan reklamasi pada kawasan Center Point of Indonesia (CPI) 
tertuang pada aturan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 9 
tahun 2009 tentang tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2009-
2029 Bab III bagian kesatu pasal 12 yakni ; 
Pasal 12 
1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi :  
a. Rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang terkait 
dengan wilayah Provinsi ;  
b. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi.  
2. Rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam RTRW Nasional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Yang 
selanjutnya disebut Rencana Struktur Ruang Nasional meliputi :  
a. Sistem perkotaan Nasional yang dibentuk dari kawasan 
perkotaan dengan skala pelayanan yang berhierarki, 
meliputi pusat kegiatan Nasional (PKN), pusat kegiatan 
wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL) yang 
didukung dan dilengkapi dengan jaringan prasarana 
wilayah yang tingkat pelayanannya disesuaikan dengan 
hierarki kegiatan dan kebutuhan pelayanannya;  
b. Jaringan prasarana utama merupakan sistem primer yang 
dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah nasional 
selain untuk melayani kegiatan berskala Nasional.  
3. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b. Yang selanjutnya disebut 
Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi merupakan arahan 
perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah Provinsi dan 
jaringan prasarana wilayah Provinsi yang dikembangkan untuk 
mengintegrasikan wilayah Provinsi selain untuk melayani 
kegiatan skala Provinsi, yang terdiri dari:  
a. Rencana sistem perkotaan;  
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b. Rencana sistem jaringan transportasi;  
c. Rencana sistem jaringan energi;  
d. Rencana sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;  
e. Rencana sistem jaringan sumber daya air; dan  
f. Rencana sistem prasarana persampahan dan sanitasi.  
4. Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana 
tergambar dalam Lampiran I Gambar 1 Peta Rencana Struktur 
Ruang, yang berdasar pada Album Peta dengan tingkat 
ketelitian skala 1 : 250.000, yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini 
 
Dari hasil Wawancara bersama bapak, terkait kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah daerah atau dalam hal ini peraturan daerah terkait tata 
ruang wilayah oleh Pemerintah provinsi  
Peraturan daerah lahir karena dilatarbelakangi oleh 
kebutuhan publik, untuk penetapan aturan tersebut harus di 
sesuaikan dengan proses atau tahap pembuatan perda. 
Sepertihalnya pembentukan perda perlu pembahasan bersama 
kepala daerah bersama DPRD. Aturan yang di ajukan selanjutnya 
di paripurnakan”. (Wawancara pada 22 Februari 2017) 
 
Pada perturan daerah Kota Makassar No 4 tahun 2015 tentang 
rencana tata ruang wilayah kota makassar 2015-2034 pasal 77ayat (2) 
huruf b dan 79 Penetapan kawasan strategis sebagai berikut : 
pasal 77 
ayat (2) huruf b, Kawasan Strategis yang ada di Kota Makassar 
terdiri atas; 
a. Kawasan Strategis Nasional; 
b. Kawasan Strategis Provinsi; dan 
c. Kawasan Strategis Kabupaten 
 
pasal 79 
(1) Kawasan Strategis Provinsi(KSP) yang ada di Kota Makassar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b, terdiri 
atas: 
a. KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;  
b. KSP dengan sudut kepentingan sosial dan budaya; dan 
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c. KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup. 
 
(2) KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan 
ekonomi,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri 
atas: 
a. .Kawasan Terpadu Pusat Bisnis, Sosial, Budaya dan 
Pariwisata Center Point of Indonesia (Pusat Bisins Terpadu 
Indonesia) ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 
Mariso dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; 
b. Kawasan Industri skala besar yaitu Kawasan Industri 
Makassar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan 
Biringkanaya dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalanrea.  
(3) KSP dengan sudut kepentingan sosial dan 
budaya,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, 
merupakan kawasan Situs Bersejarah Pusat Kerajaan Gowa 
Benteng Somba Opudan sekitarnya ditetapkan di sebagian 
wilayah Kecamatan Tamalate; dan 
(4) KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung 
lingkungan hidup,sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 
c, merupakan kawasan wisata bahari Mamminasata dan 
sekitarnya ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan 
Biringkanaya, sebagian wilayah Kecamatan Tamalate, dan 
sebagian wilayah Kecamatan Mariso. 
 
Terkait lokasi pelaksanaan reklamasi pantai di kota makassar oleh 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni pembentukan kawasan 
Center Point Of Indonesia (CPI) yang merupakan kawasan strategis 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan perturan daerah 
Kota Makassar No 4 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah kota 
makassar 2015-2034 pada Bab IV rencana pola ruang wilayah paragraf 
10 kawasan peruntukan reklamsi pasal 75 dan pasal  76 sebagai berikut : 
Kawasan Peruntukan Ruang Reklamasi 
Pasal 75 
1. Kawasan peruntukan ruang reklamasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 66 huruf i, merupakan ruang hasil pelaksanaan 
kegiatan reklamasi yang dilakukan dengan cara pengurugan, 
pengeringan lahan atau drainase yang dimanfaatkan untuk 
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memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga kepentingan 
publik dengan mempertimbangkandaya dukung dan daya 
tampung lingkungan; 
2. Rencana kawasan peruntukan ruang reklamasi ditetapkan di 
sebagian wilayah Kecamatan Biringkanaya, sebagian wilayah 
Kecamatan Tamalanrea, sebagian wilayah Kecamatan Tallo, 
sebagian wilayah Kecamatan Ujung Tanah, sebagian wilayah 
Kecamatan Ujung Pandang, sebagian wilayah Kecamatan 
Mariso, dan sebagian wilayah Kecamatan Tamalate; dan  
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, perijinan, dan 
pelaksanaan pemanfaatan ruang reklamasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 76 
b. Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sampai dengan pasal 
75 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi 
kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan 
Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Daerah ini. 
c. Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan 
setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang 
yang dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan 
kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Dari pelaksanaan reklamasi pantai di kota makassar oleh  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah ingin mewujudkan 
provinsi Sulawesi Selatan ke arah yang lebih maju. Pada kegiatan 
reklamasi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi adalah proyek 
pengembangan kawasan Center point of Indonesia (CPI) dengan luas 
pengembangan 157,23 Hektar, dari luasan tersebut pemerintah akan 
memanfaatkan sekitar 50,6 hektar area publik dan selebihnya akan 
dimanfaatkan oleh pihak pengembang sebagai kawasan bisnis terpadu 
sekitar 50,6 Hektar. Dengan adanya kawasan tersebut Pemerintah 
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Provinsi Sulawesi Selatan akan menjadikan daerah tersebut sebagai 
aktifitas bisnis dan perekonomian maupun pemukiman serta 
pengembangan ruang terbuka hijau. 
Berdasarkan keputusan pelaksanaan dan izin lokasi reklamasi 
pantai tersebut pemerintah juga harus melengkapi dokumen lingkungan 
hidup, berdasarkan surat dokumen Amdal Nomor 660/5755/I/BLHD pada 
pelaksanaan reklamasi dokumen AMDAL Center Point Of Indonesia (CPI) 
telah disahkan oleh komisi AMDAL Kota Makassar sesuai dengan 
keputusan kepala badan lingkungan hidup Kota Makassar Nomor 
660.2/546/BLHD/V/2010 tentang kelayakan lingkungan hidup rencana 
pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) di Kota Makassar 
Provinsi Sulawesi Selatan  
Adapun rencana kegiatan yang ada pada dokumen AMDAL , 
dimana rencana kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Survai lapangan dan penetapan lokasi dan sudah di Petakan 
didalam peta Batimetri 
2. Pemancangan Sheet piles dan 
3. Pembangunan jalan reklamasi 
 
Dalam kegiatan ini telah berjala sebagaimana yang telah terlingkup 
dalam dokumen AMDAL yang telah dimiliki., sehingga AMDAL yang telah 
disetujui oleh kepala LBHD Kota Makasar dinyatakan masih 
berlaku.mengacu pada pasal 73 peraturan pemerintah NO 27 tahun 2012 
tentang Izin Lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum 
berlakunya peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, dinyatakan tetap 
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berlaku dan persamakan dengan izin lingkungan, sehingga dokumen 
lingkungan yang dimiliki tersebut dipersamakan dengan izin lingkungan. 
Menurut Bapak Muh Kilat selaku Kepala seksi Kajian dampak 
lingkungan Pemerintah Kota Makassar mengatakan : 
“ Dari pelaksanaan reklamasi pada kawasan  Center Point Of 
Indonesia (CPI) tidak ada melanggar aturan. Dalam pelaksanaanya 
pememerintah sebelumnya telah melakukan kajian sebelum 
mengeluarkan surat izin lingkungan. Serta Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Kota Makassar menjalin hubungan saling 
berkoordinasi terhadap dampak lingkungan. Dan sejauh ini pihak 
pemerinta Kota Makassar belum mendapatkan laporan terkait 
dampak negatif dari reklamasi trsebut”. (wawancara pada tanggal 
13 Februari 2017). 
 
 Dari wawancara bersama Ibu Nisbah Isnaeny selaku pengaasa 
lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan 
bahwa : 
Pemerintah Kota Makassar bersama Pemrintah Provinsi terus 
bekerjasama dan saling berkoordinasi terkait dampak lingkungan 
dari pelaksanaan rekalamasi pada Kawasan  Center Point Of  
Indonesia”. (wawancara pada tanggal14 februari 2017) 
 
 
Berkaitan dengan hal tersebut hubungan koordinasi yang 
dijalankan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah 
Kota Makassar terkait lokasi reklamasi di wilayah pesisi pantai 
menyangkut denga dampak lingkungan tetap dijalankan mengingat lokasi 
pelaksanaan reklamasi di Kota Makassar dan pelaksanaan izin reklamasi 
di keuarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan. Sebelum 
dikeluarkannya Izin lingkungan pemerintah atau dalam hal ini SKPD-
SKPD yang terkait telah melakukan kajian dampak lingkungan, setelah 
 
 
84 
 
mmendapatkankan hasil klayakan barulah pemerintah mngeluarkan surat 
izin lingkungan dalam pelaksanaan reklamasi di kawasn pesisir pantai 
kota Makassar. 
 
4.3.2. Pelaksanaan kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri dalam pelaksanaan 
reklamasi pantai di Kota Makassar 
 
 Dalam hal pelaksanaan reklamasi Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan melibatkan pihak kedua pada proses pelaksanaan reklamasi 
yakni pada pembangunan di kawasan Center Point of Indonesia. (CPI) 
Keterlibatan pihak kedua dalam hal ini ialah PT Yasmn Bumi Asri 
sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama kegiatan 
reklamasi di Kota Makassar. 
 Pola kerjasama yang di bentuk Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri adalah dalam  pelakanaan 
reklamasi pada lokasi pembangunan Center Point Of Indonesia (CPI). 
Pembangunan Center Point Of (CPI) Indonesia dilatarbelakangi rencana 
tata ruang nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008. 
Salah satunya adalah kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, 
Sungguminsa, dan Takalar). Kawasan Strategis nasional di Makassar ini 
lahir atas Perpres No. 55 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang 
kawasan perkotaan Makassar. Salah satu bentuk perencanaan perkotaan 
di ilayah dengan datratan yang relatif terbatas aalah dengan melakukan 
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reklamasi seperti yang tertuang dalam Permendagri No.1 Tahun 2008  
tentang pedoman perencanaan kawasan perkotaan. 
 
Gambar 4 
Pola kerjasama 
 
       
                     _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
  Dari hasil wawancara bersama Bapak Abd. Gaffar Pallu terkait 
mitra pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi  
  “Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan hanya bermitra atau berkerjasama dalam hal reklamasi 
bersama PT Yasmin Bumi Asri. Hadirnya pihak ini sebagai bagian 
dari pelaksanaan reklamasi sesuai dengan Master Plan. 
(Wawancara pada tanggal 14 Februari 2015)”. 
  
 Reklamasi pantai adalah kegitan tepi pantai yang dilakukan oleh 
orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumberdaya lahan ditinjau 
Reklamasi pantai dalam 
pembangunan  kawasan 
Center Point Of  Indonesia 
(CPI)  
PT Yasmin Bumi Asri  
 
Pemerintah  
Kota Makassar 
Pemerintah Provinsi  
Sulawesi Selatan 
1. Wisma Negara 
2. Mesjid 
Sembilan 
Kubah 
3. Istana Negara 
1. Apartemen 
2. Hotel 
3. Perumahan 
4. Kawasan Bisnis 
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dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, 
pengeringan lahan, atau drainase.  Dalam melakukan rekalmasi mengacu 
pada beberapa perundang-undangan di antaranya adalah peraturan 
Presiden No 122 tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan 
pulau pulau kecil , Peraturan Menteri kelautan dan prikanan  No.17 Tahun 
2013 tentang perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
dan peraturan meteri pekerjaan umum No 40 Tahun 2007 tentang 
pedoman prencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 : Struktur Organisasi pada Biro Kerjasama Pemerintah   
       Provinsi Sulawesi Selatan 
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 Dengan dilatarbelakanginya hal tersebut, pada tahun 2009 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan megagas pembangunan Kawasan 
Center Point Of Indonesia (CPI) dengan lokasi pada daerah yang akan 
direkalamasi sebelah barat Kota Makassar. Lokasi proyek Center Point of 
Indonesia (CPI) terletak di jalan Metro Tanjung Bunga yang pekerjaan 
proyeknya dimulai sejak tahun 2009 sampai saat ini,  tepatnya berlokasi di 
tanah tumbuh depan pantai losari Kota Makassar dan sebelum 
pengerjaan proyek di kawasan Center Point Of  Indonesia  (CPI) tersebut 
dimulai sebelum  tahun 2009 tanah seluas 157,23 Hektar itu smuanya 
disebut kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) telah di serahkan dari 
Pemerintah Kota Makassar ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
melalui Surat Keputusan (SK) Walikota Makassar yang menyatakan 
Bahwa kawasa Center Point Of Indonesia  (CPI) yang memiliki luas 
157,23 hektar . 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6 : Pembagian lahan pada lahan hasil reklamasi  
   PT Yasmin Bumi Asri 106,7 Ha 
   Pemerintah Provinsi Sul-Sel 50,6 Ha 
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 Pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) ini 
dimulai dengan pengurusan izin-izin, penyusunan studi kelayakan dan 
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada tahun 2010. Proses 
konstruksi mulai dilakukan oleh Pemerintah Provisi Sulawesi Selatan pada 
tahun 2011 dengan membangun jembatan penghubung dari jalan Metro 
Tanjung Bunga serta jalan ke tanah tumbuh depan pantai Losari . Pada 
tahun 2012 dilanjut dengan pembangunan tanggul. 
 Pada tahun 2013, melalui proses penunjakan langsung PT 
Yasmin Bumi Asri dipercara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
melaksanakan pekerjaan reklamsi pada pembangunan kawasan Center 
Point Of Indonesia (CPI) seluas 157,23 hektar. Berdasarkan perjanjian 
kerjasama antar Pemerintah  Provinsi Sulaesi Selatan dan PT Yasmin 
Bumi Asri, sekitar 50,47 Hektar lahan reklamasi tersebut akan di serahkan 
kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dari total keseluruhan 
pengembangan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI). 
 Kegiatan pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) 
telah memiliki dokumen AMDAL yang disusun pada tahun 2010 
diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah 
mendapatkan persetujuan tim komisi teknis Amdal BLHD kota Makassar. 
Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin 
lingkungan, pasal 50 menyatakan bahwa penangggungjawab usaha 
pemerakarsa wajib melakukan perubahan izin lingkugan. apabila kegiatan 
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yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk melakukan 
perubahan. 
 
 Pada izin lingkungan kegiatan pembangunan kawasan Center 
Point Of Indonesia (CPI) karena adanya perubahan sebagai berikut : 
 
 Pergeseran titik ordinan lokasi kawasan Center Point Of Indonesia 
(CPI) 
 Perubahan pemrakarsa kegiatan dari dinas tata ruang dan 
pemukiman Provinsi Sulawesi Selatan kepada PT Yasmin Bumi 
Asri 
 Perubahan metode pelaksanaan reklamasi. 
 
 Maka perubahan izin lingkungan ini didahului dengan perubahan 
dokumen dengan melakukan penyusunan dokumen Addendum Andal dan 
PKL-RPL. Hal ini di pertegas oleh surat dari badan pengendalian 
lingkungan hidup Kota Makassar nomor 660/207/VII/BPLH/2013 pada 
tanggal 16 Juli 2013 perihal melakukan Addendum atas kegiatan 
perubahan desain konseptual kawasan dan perubahan penanggungjawab 
pemrakarsa kegiatan. 
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4.3.2.1. Tujuan dan manfaat kegiatan pelakanaan reklamasi pantai di 
Kota Makassar  
Tujuan dan manfaat kegiatan pelakanaan reklamasi di kawasan Center 
Point Of Indonesia (CPI) sebagai berikut : 
 Kegiatan ini bertujuan melakukan pembangunan kawasan super 
megah sebagai pusat bisnis, wisata dan pendidikan yang dinamakan 
Center Point Of Indonesia (CPI) seluas 157,23 hektar, dengan konsep 
pembangunan kawasan yang mengarah pada konsep  waterfront. 50 
hektar dari lahan reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) akan 
dibangun fasilitas umum seperti masjid, area terbuka hijau, wisma negara, 
kantor Pemerintahan, museum dan lain-lain. Selebihnya di atas lahan 107 
hektar akan dikembangkan kota baru sebagai kawasan modern 
terintergrasi yang terdiri dari pemukiman dan area komrsial (pusat 
perbelanjaan, hotel, apartemen dan perkantoran). 
 Menurut Bapak Syarif Hidayat mengatakan bahwa tujuan dari 
pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Yasmin 
Bumi Asri ; 
Pihak dari PT Yasmi Bumi Asri sebagai pihak pengembang, kami 
Ingin membantu pemerintah untuk mewujudkan makssar sebagai 
kawasan Nasional dan menjadikan kawasan yang dapat di nikmati 
oleh masyarakat ”. (wawancara pada Tanggal 22 Februari 2017)  
 
Adapun manfaat dari Kegiatan ini manfaat di antaranya : 
- Mengukuhkan Kota Makassar sebagai salah satu pusat 
pembangunan di indonesia, khususnya kawasana Indonerisa timur 
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- Tersedianya ruang daratan di Kota Makassar yang dapat 
dimanfaatkan untuk aktivitas perekonomian, khususnya untuk 
membangun kawasan stratgi bisnis global 
- Tersedianya area ruang publik di Kota Makassar 
- Pemanfaatan kawasan tanah tumbuh akibat adanya sedimentasi 
menjadi areal yang produktif 
- Sebagai bagian dari sistem pengamanan pantai sehingga dapat 
mencegah dan mengenadalikan laju abrasi pada wilah Kota 
Makassar 
- Membarikan view yang dapat memperindah wajah Kota Makassar 
- Kegiatan pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) 
diharapkan menjadi “Landmark” khususnya bagi Kota Makassar 
dan bagi Indoneisa sehingga menjadi kebanggan Masyarakat 
- Dapat mengacu pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 Pembangunan kawasan Center Point Of Indonsia (CPI) di jalan 
metro tanjung bunga kelurahan latte kacamatan Mariso Kota Makassar 
berada padan lahan yang akan di reklamsi selyas 157,23 Hektar. Di atas 
lahan reklamasi akan dibangun fasilitas umum seperti masjid, area 
terbuka hijau, wisma negara, kantor pemerintahan, museum, dan 
kawasan modern terintegritasi yang terdiri dari pemukiman serta area 
komersial (pusat perberlanjaan, hotel, apartemen, dan perkantoran). 
Titik ordinat terluar rencana kegiatan yang akan di reklamasi : 
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 Barat   : 50 8‟31.14” S – 1190  23‟20.75”E 
 Timur  : 50 8‟55.45” S  – 1190 24‟27.47”E 
 Selatan : 50 9‟2.23” S  – 1190  23‟58.84”E 
 Utara  : 50 8‟21.44” S  – 1190 24‟2.36”E 
Sumber : ADDENDUM ANDAL PKL-RPL  
 Adapun hasil wawancara bersama bapak Syarif Hidayat 
mengatakan bahwa ; 
Dalam pelaksanaan reklamasi panntai pada kawasan Center Point 
Of Indonesia, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan bersama PT 
Yasmin Bumi Asri menjalin kerjasama tampa adanya pihak luar 
selain PT Citraland”. (wawancara pada Tanggal 22 Februari 2017)  
 
 Peruntukan luas lahan pada kawasan Center Poin Of Indonesia 
(CPI) seperti tersaji pada table sedangkan Master plan disajikan  pada 
gambar : 
Tabel 8 
Pembanginan Lahan Perencanaan pada Kawasan  
Center Point Of Indonesia (CPI) 
 
No Uraian Luas (Ha) 
1 Wisma Negara 6,36 
2 New City Centre 5,76 
3 Masjid  1,27 
4 Outdoor Museum 2,10 
5 Monumen/ Plaza Manara 0,20 
6 Kantor Pemerintahan 2,49 
7 Commersial/ Mixed Use 51,93 
8 Perumahan/ Residen 52,15 
9 Taman/ Parks 24,87 
10 Jalanan Dan Sarana Lainnya 10,1 
Total  157,23 
Sumber : ADDENDUM ANDAL PKL-RPL  
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 Rencana pembangunan kawasan The Center Point Of Indonesia 
(CPI) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan Layak 
lingkungan dengan surat keputusan Badan Lingkungan Hidup Darah Kota 
Makassar Nomor 660.2/546/KEP/BLHD/2010. Surat kelayakan ini 
merupakan izin lingkungan dalam kegiatan ini. Diktum kelima point ke 12 
dari surat kelayakan tersebut menyatakan bahwa minimal sekali 6 bulan 
dilakukan pelaksanaan PKL-RPL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gamabar 7 :  Detail Masterplan Kawasan Center Point Of Indonesia   
        (CPI) 
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4.3.2.2.  Kegiatan yang sedang berlangsung pada lokasi kawasan 
Center Point Of  Indonesia (CPI)  
Adapun kegiatan yang sedang berlangsung pada lokasi kawasan Center 
Point Of  Indonesia (CPI) hingga saat Ini meliputi : 
a. Pembuatan jalan akses 
Jalan yang dibangun dalam kawasan Center Point Of  Indonesia 
(CPI) dapat diakses melalui dua arah yaitu melalui arah Timur 
(tepat rumah sakit Siloam) dan arah (Barat sekitar Trass Mall). 
Dimensi jalan untuk kedua jalan ini sangat berbeda. Untuk akses 
dari Timur lebar jalan 40 meter yang dilengkapi dengan jembatan 
sepanjang 80 meter dengan panjang jalan kurang lebih 500 meter. 
Untuk akses dari barat merupakan jalan yang eksisting (jalan 
lama) dengan lebar 8 meter. 
 
b. Pemasangan Sheet Piles   
Sheet Piles  yang telah terpasang sepanjang 786 meter. Selain 
Sheet Piles  juga dilakukan pemasangan penahan gelombang 
berupa buis beton sepanjang 422 meter dan groin (material batu 
gajah) sepanjang 588 meter. 
 
c. Reklamasi  
Kegiatan reklamasi yang telah dilaksanakan seluas 92.336 m2. 
Material yang digunakan berupa tanah urugan dan pasir. Tanah 
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urugan dan pasir diperoleh dngan angkutan dari Kabupaten Gowa 
dan Takalar. Mobilisasi material urugan dan tanah pada umumnya 
menggunakan jalan akses barat. Kegiatan reklamasi pantai 
dilakanakan oleh PT Yasmin Bumi Asri. 
 
d.  Pengoperasian Basecamp  
Jumlah Basecamp yang di bangun pada lokasi yaitu sebanyak 3 
unit, basecamp digunakan sebagai kantor dan tempat istirahat 
para pekerja 
 
e. Pembangunan Wisma Negara 
Pembangunan wisma negara dilakukan pada lahan seluas 5,77 
hektar dengan luas bangunan kurang lebih 28.000 m2 ( sumber: 
UKL-UPL Wisma Negara, 2015).  
 
f. Penerimaan Tenaga Kerja 
Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pada kawasan  
Center Point Of  Indonesia (CPI) sampai saat ini adala 1.112 
orang yang terdiri atas tenaga ahli 20 orang, tenaga terampil 557 
orang dan tenaga kasar 535 orang. Alokasi tenaga kerja untuk 
setiap kegiatan disajikan pada tabel. 
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Gambar 8 : Wisama Negara (gambar di ambil pada tanggal  
       28 Maret 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 9 : Proses Reklamasi (Penimbunan) (gambar di ambil pada  
       tanggal  28 Maret 2017) 
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Tabel 9 
Jumlah kebutuhan tenaga kerja Center Point Of Indonesia (CPI) 
 
No URAIAN Tenaga Kerja Asal Tenaga Kerja 
Ahli Terampil Kasar Ahli Terampil Kasar 
Penimbunan 
 
1 Area tanah 
tumbuh 
5 115 75 Lokal Lokal Lokal 
2 Area 1 1 83 75 Lokal Lokal Lokal 
3 Area 2 1 84 70 Lokal Lokal Lokal 
4 Area 3 1 74 60 Lokal Lokal Lokal 
5 Area 4 1 74 60 Lokal Lokal Lokal 
6 Area 8 1 84 70 Lokal Lokal Lokal 
Geotekstile and PVD 
 
1 Area 1l 1 4 15 nasional Lokal Lokal 
2 Area 2 1 4 15 Nasional Lokal Lokal 
3 Area 3 1 4 15 Nasional Lokal Lokal 
4 Area 4 1 4 15 Nasional Lokal Lokal 
5 Area 8 1 4 15 Nasional Lokal Lokal 
Lain lain 
 
1 Bangunan 
Kantor 
Pengelola 
Sementara 
1 4 15 Lokal Lokal Lokal 
2 Bangunan 
Kantor Kerja 
1 3 6 Nasional Lokal Lokal 
3 Normalisasi 
Jalur Nelayan 
1 8 5 Nasional Lokal Lokal 
4 Borohole 1 1 4 12 Nasional Lokal Lokal 
5 Borohole 2 1 4 12 Nasional Lokal Lokal 
Total 20 557 535 1112 
Sumber : PT Yasmin Bumi Asri, 2015 
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4.3.2.3. Perjanjian kerjasama terkait hubungan kerjasama antara 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan degan PT Yasmin Bumi 
Asri  
 Pada kontrak kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan 
PT Yasmin Bumi Asri tepat pada hari senin, tanggal 29 Juli 2013 
bertempat di Kota Makassar dan yang bertanda tangan pada perjanjian 
tersebut adalah Bapak Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH, M.Si selaku 
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bapak Dr. Adityawarman M. 
Kuowagam, SH, MKn selaku dirktur utama PT Yasmin Bumi Asri.  Adapun 
dari perjanjian kerjasama antar Pemerintah dengan PT Yasmin Bumi Asri 
berdasarkan No:515/III/PEMPROV/2015 dan No:255/YBA/III/2015 
tentang reklamasi kawasan Center Point Of Indonesia. Dalam keputusan 
tersebut Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas 
nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di sebut sebagai PIHAK 
KESATU selanjutnya Direktur utama PT.Yasmin Bumi Asri dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut disebut sebagai PIHAK 
KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama.  
 Dalam perjanian tersebut bahwa PIHAK KEDUA adalah investor 
yang akan melaksanakan paket pekerjaan proyek reklamasi Center Point 
Of Indonesia (CPI). Sedangkan PIHAK KESATU akan melakukan 
pengembangan kawasan seluas 157,23 hektar, yang dikenal sebagai 
kawasan  Center Point Of  Indonesia (CPI) yang terletak sebelah barat 
pantai losari kecamatan mariso dan kecamatan tamalate kota makassar. 
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Dalam perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa PIHAK KESATU 
dalam rangka pembangunan kawasan Center Point Of Indonesia, perlu 
melakukan kerjasama dengan pihak lain yaitu PIHAK KEDUA. 
Tabel 10 
Adapun dasar hukum untuk terlaksananya perjanian kerjasama ini 
adalah dilakukan degan berdasarkan pada : 
 
No  Aturan  
1 Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan 
ruang 
 
2 Perturan Pemerintah  nomor 15 tahun 2010 tentang 
penyelenggaraan penataan ruang 
3 Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2011 tentang rencana 
tata ruang kawasan perkotaan Makassar, Maros, 
Sungguminasa, dan Takalar 
4 Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 tentang 
reklamasi di wilayah psisir dan pulau pulau kecil 
5 Peraturan Menteri dalam negeri Nomoe 1 Tahun20098 
tentang pedoman prencanaan kawasan perkotaan. 
6 Perda Provinsi Sul-Sel no 9 Tahun 2009 tentang rencana tat 
ruang wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
7 Perda kota makassar nomor 6 tahun 2006 tentang rencana 
tata ruang kota Makassar 
8 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
2026/IV/Tahun 2011 tentang penetapan kawasan Center 
Point Of Indonesia (CPI) 
9 Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 
604/175/Tahun 2009 tentang penetapan lokasi Center Point 
Of Indonesia (CPI) 
10 Keputusan walikota Makassar Nomor 604/175/Kep/2009 
tentang penetapan lokasi Pemrtintah Provinsi Sulawesi 
Selatan untuk kawasan pembangunan Center Point Of 
Indonesia (CPI) Sebelah barat pantai Losari di Kecamatan 
Tamalate dan Kecamatan Mariso kota Makassar 
 
Dari hasil wawancara bersama Bapak Abd. Gaffar Pallu terkait mitra 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri :  
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“Pelaksanaan reklamasi telah memiliki Payung hukum, hal ini 
memperkuat dari pelaksaan reklamasi di pantai yang merupakan 
kawasan Center Point Of  Indonesia, semua aturan sudah di 
jalankan oleh pemerintah dan semua sudah di menangkan.” 
 
 Adapun prinsip kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri terkait pelaksanaan reklamasi 
pantai yaitu;  
a) Itikad baik; 
b) Saling mengutungkan; 
c) Keadilan; dan 
d) Angkuntabel. 
 
 
4.3.2.4. Aturan Pembagian lahan hasil reklamasi pantai antara 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT Yasmin 
Bumi Asri 
  Untuk aturan pembagian lahan setelah pelaksanaan reklamasi 
pemeritah Provinsi Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri  telah 
mengsepakati lahan 157,23 hektar tersebut untuk dibagi yakni pihak 
Pemerintah akan mengoprasikan tanah seluas 50,6 hektar dan pihak 
investor akan mngoprasikan lahan 106,7 hektar hal ini sesuai dengan 
perencanaan dari pemerintah. Untuk aturan tersebut telah di sepakati 
dalam perjanjian kerjasama dari segi objek dan lingkup pekerjaan 
pelakanaan kawasan Center Point Of Indonesia (CPI) adapun objek dan 
lingkup  pekerjaan terkait dengan perjanjian kerjasama yakni dalm lingkup 
pekerjaan adalah penimbunan dan pengurungan serta pembangunan 
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talud pada areal seluas kurang lebih 157,23 hektar dengan ketuntuan 
sebagai berikut : 
a. Diantar luas areal tersebut yaitu seluas kurang lebih 121,11 ha 
berdasarkan sertipikat hak pakai Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 200011/ Maccini sombala dengan surat nmor 
04880/ Maccini Sombala tanggal 1 Agustus 2013 dikeluarkan dari 
bagian bjek reklamasi oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan 
PIHAK KESATU 
b. Sehingga yang menjadi obje reklamasi PIHAK KEDUA yaitu 
seluas kurang lebih 145,12 ha sesuai dengan Master Plan yang 
diperbaharui  dan kriteria desain serta rencana teknis yang 
disediakan oleh PIHAK KEDUA dan di Setujui oleh PIHAK 
KESATU 
c. Untuk mencukupi objek pekerjaan PIHAK KEDUA yaitu sisa 
seluas kurang lebih 12,11 hektar, akan di tetapkan oelh kedua 
pihak sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan. 
 
 Untuk lebih jelas terkait dengan pembagian lahan hasil reklamasi 
adapun hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan bersama denga PT Yasmin Bumi Asri yakni PIHAK 
KESATU  dalam hal Ini : 
1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhak memperolh hasi 
pekerjaan berupa lahan tereklamasi seluasn kurang lebih 50,47 hektar 
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berikut infrastruktur talud pada kawasan Center Point of  Indonsia 
dengan ketentuan : 
b. Seluas kurang lebih 38,47 hektar ditetapkan dengan Master Plan  
c. Sisanya seluas kurang  lebih 12,11 hektar ditetapkan kemudian 
berdasarkan peraturab perundang-undangan . 
d. Hasil lahan reklamasi total seluas kurang lebih 50,47 hektar 
merupakan hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi sulawesi 
Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
2. Pihak kedua berhak memperoleh hasil pekerjaan berupa lahan 
reklamasi seluas kurang lebih 106,76 hektar pada kawasan Center 
Point Of Indonesia (CPI) sesuai dengan master plan dan lahan 
terreklamasi tersebut oleh PIHAK KEDUA selanjutnya dimohonkan 
hak guna bangunan atas nama PIHAK KEDUA berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Letak lokasi pembagian hasil lahan tereklamasi sebagaimana yang 
dimaksud untuk PIHAK SATU dan PIHAK KEDUA ditetapkan dengan 
pertimbanagn master plan yang telah di perbaharui yang telah 
disiapkan oleh PIHAK KEDUA dan di setujuai oleh PIHAK KESATU. 
 
Menurut Bapak Abd. Gaffar Pallu terkait mitra pemerintah dalam 
pelaksanaan reklamasi ini : 
“PT Yasmin Bumi Asri mereklamaisi Centr Point Of  Indonsia (CPI) 
seluas 157,23 hektar. Hasil Penkrjaannya ssuai dengan kebutuhan 
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dari pemerintah Provinsi Selawesi Selatan dari lahan itu, 
Pemerintah provinsi membutuhkan 50,6 hektar tanah selebihnya 
106,7 hektar untuk kawasan bisnis yang antinya akan dikelola oleh 
PT Yasmin Bumi Asri”. ( wawancara pada tangga;14 Februari 2017) 
 
  Adapun kewajiban para pihak yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri trkait dengan perjanjian kerjasama 
antara lain : 
1. Kewajiban PIHAK KESATU 
a) Menyiapkan lokasi reklamasi sesuai dengan Master Plan untuk 
membangun kawasan Center Point Of Indonsia (CPI), dimana 
didalamnya telah terdapat investasi dari PIHAK KESATU bersama 
unsur pemerintahan lainnya : 
b) Menyiapkan administrasi peruratan dan dokumen-dokumen yang 
menjadi kwenangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
sebagaimana diperlukan sesuai ketentuan 
c) Bersama PIHAK KEDUA menfasilitasi dan/ atau menyelesaikan 
masalah sosial, politik, hukum da lingkungan sehubungan dengan 
pelaksanaan rekalamasi kawasan Center Point Of Indonsia (CPI). 
d) Menyelesaikan dan/ atau menangani masalah dan/ atau gugatan 
hukum terkait klaim kepemilikan dan penguasaan tanah di area 
kawasan rekalamsi pada Center Point Of Indonsia (CPI) trsebut 
dibanu oleh PIHAK KEDUA apabila diperlukan, sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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2. Kewaiban PIHAK KEDUA 
a) Menyampaikan Detail Enginering Design (DED) brdasarkan master 
plan dan kriteria desan serta rencana teknis 
b) Melakukan perolehan lokasi dengan melaksanakan pekerjaan 
reklamasi 
c) Menyimpan sumber daya, bahan material dan peralatan lainnya 
untuk pelaksanaan reklamasi pada kawasan Center Point Of 
Indonsia (CPI). 
d) Memperoleh izin reklamasi sesuai denga perundang – undangan 
dan melakukan penimbunandan pengurungan serta membangun 
talud pada kawasan Center Point Of Indonsia (CPI) 
e) Mematuhi Master Plan Center Point Of Indonsia (CPI) 
f) Memenuhi semua biaya yang timbul sehubungan dengan 
pelakanaan pekerjaan pada kawasan Center Point Of Indonsia 
(CPI)  
g) Membantu pengurusan dan penerbitan sertipikat hak pakai atas 
lahan tereklamasi yang sudah di serahkan kepada PIHAK 
KESATU.  
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Gambar 10 : Final Masterplan kawasan Center Point Of Indonsia (CPI) 
  
 Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan PT Yasmin Bumi Asri 
melakukan perjanjian jangka waktu dari pelakanaan rekalamasi pada 
kawasan Center Point Of Indonsia (CPI), adapun jangka wakyu dari 
pelaksanaan terebut adalah sebagai berikut : 
1. Pekerjaan pelaksanaan reklamasi akan dilaksanakan slama kurun 
waktu paling lama 1.700 (seribu tujuh ratus) hari kalender, terhitung 
sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama yakni pada 
tanggal  06 Maret 2015 dan dalam kurung waktu tersebut PIHAK 
KEDUA wajib menyelesaikan sluruh pekerjaan reklamasi termaksuk 
lahan terreklamasi yang menjadi hak PIHAK KESATU diserahkan 
secara bertahap tampa menunggu selesainya seluruh lahan 
 
 
106 
 
tersebut tereklamasi. Kawajiban ini tidak maksuk lahan tereklamasi 
yang jadwal penyelesaiannya akan ditetapkan oleh PIHAK 
KESATU bersama PIHAK KEDUA secara bersama-sama. 
2. PIHAK KEDUA wajib menyiapkan jadwal untuk pelaksanaan dan 
jenis-jenis pekrjaan yang disetujui dengan PIHAK KESATU 
3. Dan hal tertentu dan atas prmintaan PIHAK KEDUA waktu 
pelaksanaan dapat diperpanjang setelah dapat persetujuan dari 
PIHAK KESATU yang didasari dengan alasan berikut : 
a) Adanya hambatan dan gangguan dari pihak lain dalam rangka 
perolehan lokasi dan perizinan dari kawasan tersebut 
b) Adanya hambatan pekerjaan diluar desain yang disepakati 
c) Adanya perubahan desain 
d) Keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK KESATU atau 
adanya masalah yang timbul diluar kemampuan PIHAK KEDUA 
e) Force Majeure 
4. Perpanjangan waktu pelakasanaan pekerjaan dituangkan dalam 
bentuk perjanjian tabahan sabagai bagian yang tidak dipisahkan 
dari perjanjian kerjasama ini 
5. Bilamana PIHAK KEDUA lalai yaitu lambat memenuhi ketentuan 
jangakawaktu sebagaimana dari perjanjiandan jika keterlambatan 
PIHAK KEDUA tersebut bukan disebabkan oleh salah satu alasan 
dari alasan yang telah diatur maka PIHAK KESATU berhak 
menindak lanjuti hal tersebut. 
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6. Sanksi keterlambatan ini berlaku untuk waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan, dan apabila telah lewat tanggal waktu 3 (tiga) bulan tersebut 
dan PIHAK KEDUA tidak lagi berniat untuk melaksanakan 
pekerjaan reklamasi dengan membuat peryataan tertulis, maka 
PARA PIHAK sepakat untuk megakhiri kerjasama sesuai dengan 
kesepakatan perjanjian kerjasama ini dengan menyesuaikan izin 
pelaksanaan dan izin lokasi reklamasi sesuai dengan reklamasi 
yang sudah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan 
segala akibat dan konsekuensi yang timbul dari pengakhirian 
kerjasama tersebut, menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK 
KEDUA. 
   
4.4. Faktor-Faktor yang mempengaruhi hubungan kerjasama 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi 
Asri dalam kebijakan reklamasi pantai di Kota Makassar 
Pelaksanaan reklamasi pantai di Kota Makassar merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan secara berencana, menyeluruh dan melibatkan 
berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana 
dengan baik. Dalam kegiatan reklamasi pantai tersebut dipengaruhi oleh 
berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat 
proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kerja sama 
Pemerintah dan Swasta dalam kebiakan reklamasi di Kota Makassar 
sebagai berikut,  
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4.4.1 Faktor Pendukung Hubungan kerjasama Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri dalam 
kebijakan reklamasi pantai di Kota Makassar 
4.4.1.1. Kebijakan Pemerintah  
Pelakanaan kebijakan reklamasi telah diatur serta ada pula aturan 
yang dimanana dalam pelakanaan Kebijakan khususnya pelakanaan 
reklamasi pantai yakni pembangunan kawasa Center Point Of Indonesia 
(CPI) yang dimana Pemerintah berserta pihak pengembang untuk andil 
dalam berkerjasama dengan tujuan pelaksanaan kebijakan reklamasi 
pantai di kota makassar namun atas dasar dibuatnya perjanjian (MOU) 
yang telah di sepakati bersama. 
4.4.1.2. Bantuan dana dan peralatan 
Kebutuhan dana dan peralatan yang dibutuhkan dari Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi faktor pendukung dari kerjasama 
antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi 
Asri untuk pelaksanaan reklamasi pantai. Proyek Center Point Of 
Indonesia (CPI) merupakan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang dibiayai dengan sistem cost sharing APBD Sulawesi 
Selatan. 
Namun dengan keterbatasan biaya sehingga Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan tidak sanggup memenuhi sebagaian dari pelaksanaan 
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kegiatan reklamasi tersebut akhirnya Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan menggandeng pihak swasta yakni PT Yasmin Bumi Asri sebagai 
pihak pengembang. PT Yasmin Bumi Asri berkewajiban untuk menimbun 
dan membentuk lahan reklamasi. Dari kondisi pelaksanaan reklamasi 
yang cukup besar maka dari sumber pendanaan yang melibatkan pihak 
PT Yasmin Bumi Asri dalam hal bentuk kerjasama memang harus 
bermitra dan memanfaatkan sumber-sumber lain untuk pengembangan 
pelakasanaan kawasan Center Point Of Indnesia (CPI). Sejauh peran 
pemerintah dan swasta dapat disinergikan, masyarakat tidak dirugikan, 
dan fungsi publik tidak hilang. 
4.4.2. Faktor Penghambat Hubungan kerjasama Pemerintah Provnsi 
Sulawesi Selatan dengan PT Yasmin Bumi Asri dalam kebiakan 
reklamasi pantai di Kota Makassar 
Dalam hubungan kerjasama yang dijalankan oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri terdapat 
hambatan dalam pelaksanaan kerjasamanya yakni  : 
4.4.2.1. Pembebasan lahan 
  Pembebasan lahan di kota makassar khususnya pada lokasi 
pelaksanaan reklamasi yang merupakan kendala yang dirasakan oleh 
kedua pihak ( pemerintah Sulawesi Selata  dan PT Yasmin Bumi Asri). 
Untuk penyelesaian masalah ini dibutuhkan waktu yang cukup lama. 
Masalah yang di dapatkan antaranya pelaksanaan proyek-proyek 
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infrastruktur yang masih menunggu proses atau kepastian dari lahan yang 
akan digunakan..  
Dari hasil wawancara bersama bapak Abd Gaffar Pallu 
mengatakan : 
“Semua lahan yang digunakan pemerintah bersama pihak 
pengembang yang sempat menjadi masalah karena banyaknya oknum-
oknum yang mengklaim bahwa kawasan tersebut milik mereka yang 
berkepntingan, Namun pemerintah telah memenuhi syarat dan kita 
(Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan) telah memenangkannya. Itu 
sempat menjadi kendala dari pelaksanaan kerjasama ini”.( wawancara 
pada tanggal 14 Februari 2017). 
 
Dari hal terseebut dalam pengajuan masalah pembasan lahan 
masih ada bebera pihak yang mengklaim lahan yang ada di lokasi 
reklamasi adalah milik pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan.  
4.4.2.2. Perizinan Pelaksanaan Reklamasi oleh Pemerintah Pusat 
Belum adanya surat balasan dari kementerian dan kelautan terkait 
dengan pelaksanaan reklamasi yang merupakan salah satu syarat dari 
pelaksanaan reklamasi. Surat izin dari kementerian kelautan dan 
perikanan merupakan salah satu prosedur dalam pelaksanaan izin 
reklamasi. Perlunya dari surat keterangan tersebut mengingat lokasi dari 
palaksanaan Center Point Of Indonsia merupakan Kawasan Strategis 
Nasional (KSN)  dalam hal ini wilayah kawasan MAMMINASATA 
(Makassar, Maros, Sungguminas, Takalar 
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BAB V 
PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang dilakukan 
maka pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk 
hasil penelitian sebagai berikut :  
5.1. Kesimpulan 
1. Pelaksanaan reklamasi pantai di kota makassar merupakan inisiasi 
dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawsi Selatan dalam 
mewujudkan pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir pantai di 
Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan membangun 
Center Point Of Indonseia (CPI). Untuk mewujudkan kawasan Center 
Point Of Indonseia (CPI) adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
dengan memanfaatka ruang yang ada di wilayah pesisir pantai di kota 
makassar yaitu dengan melakukan kegitan reklamasi pantai. Tujuan 
dari pelaksanaan kawasan Center Point Of Indonseia (CPI) ialah 
untuk menciptakan Sulawesi Selatan sebagai kawasan publik dan 
meningkatkan kualitas ekonomi maupun sosial Kota Makassar. 
Namun, dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Sulaesi Selatan 
membutuhkan pendanaan dan peralatan serta hal-hal yang mendukung dalam 
pelaksanaan reklamasi oleh karena itu,  peran pihak swasta sangat 
penting untuk mengatasi keterbatasan dalam pelaksanaan program 
tersebut. Peran dari pihak swasta tersebut difasilitasi pemerintah melalui 
Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS). Pihak swasta dalam 
 
 
112 
 
Pelaksanaan reklamasi pantai ialah PT Yasmin Bumi Asri. Dalam 
pelakansaan reklamasi pantai  bersama dengan pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dan swasta yakni PT Yasmin Bumi asri terkait 
dengan perjanjian kerjasama Nomor: 515/II/PEMPROV/2015 dan 
Nomor: 255/YBA/III/2015. Untuk kegiatan reklamasi sendiri memiliki  
adapun landasan hukum perencanaan reklamasi dan pembangunan 
Center Point Of Indonesia (CPI) tertuang dalam Peraturan Presiden 
No 122 Thn 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, pasal 3. Permendagri No 1 Tahun 2008 Tentang 
pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, pasal 24,25,26, dan 27. 
Perpres No 55 Thn 2011 tentang RTR kawasan perkotaan 
Maminasata 2011. Adapun dari Surat Badan Lingkungan Hidup 
Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dengan nomor surat 
660/5155/I/BLHD, terkait dokumen Analisis Dampak Lingkungan 
(Amdal) Center Point Of Indonesia (CPI). Dalam poin pertama dalam 
surat, dijelaskan bahwa Dokumen Amdal Center Point Of Indonesia 
(CPI) telah disahkan oleh Komisi Amdal Kota Makassar sesuai 
Keputusan Kepala BLHD  Kota Makassar dengan nomor 
660.2/546/BLHD/V/2010. Serta poin ke tiga yang menyebutkan 
bahwa Amdal yang telah disetujui, melalui Keputusan Kepala BLHD 
Kota Makassar No 660.2/546/BLHDV/2010 tanggal 24 Mei 2010 
dinyatakan masih berlaku. Adapun penetapan Izin lokasi beserta izin 
pelaksanaan reklamasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi 
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Sulawesi Selatan dengan Nomor: 664/6273/TARKIM. Dengan 
berbagai dasar hukum, diantaranya, UU No 26/2007 pasal 10 tentang 
penataan ruang dan Perda Provinsi Sulawesi Selatan No 9 Tahun 2009 
tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan.  Dalam surat 
tersebut juga disebutkan secara jelas bahwa Gubernur memberikan izin 
pelaksanaan reklamasi pada PT Yasmin Bumi Asri seluas 157,23 hektar di 
Kawasan Center Point Of  Indonesia (CPI) . 
 
2. Faktor yang mempengaruhi hubungan kerjasama Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan bersama PT Yasmin Bumi Asri dalam 
pelaksanaan reklamasi meliputi faktor pendukung dan penghambat. 
Faktor pendukung antara lain Kebijakan pemerintah, bantuan modal 
dan peralatan. Sendangkan faktor penghambat adalah berupa 
pembebasan lahan dan perizinan pelaksanaan reklamasi oleh 
pemerintah pusat yakni kementerian kelautan dan perikanan. 
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5.2. Saran 
1. Pemerintah Daerah perlu mencari model reklamasi yang baik yang  
bermanfaat bagi masyarakat umum, memperhatikan setiap 
kebutuhan masyarakat dan mengutamakan setiap kebutuhannya. 
Pemerintah juga sebaiknya menaati setiap aturan dalam setiap 
kebijakan yang akan dibuat agar dalam setiap pelaksanaan 
kebijakan tersebut tidak menimbukan masalah, selain itu perlunya 
trasparansi terkait pelaksanaan kebijakan yang dilakukan bersama 
pihak-pihak yang akan terlibat, hal ini sangat perlu dilakukan 
pemerintah karena menyangkut dengan kepentingan masyarakat. 
Masyarakat perlu mengetahui hal tersebut agar masyarat 
merasakan bahwa meraka juga bisa turut adil dalam setiap 
kepututusan terkait pelaksanaan reklamasi tersbut. Hal trebut juga 
dapat mengatasi ketimpangan-ketimpangan serta hal-hal negatif 
seperti KKN bisa terjadi. 
2. Baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan pihak Swata 
terkait disarankan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan 
pembangunan di Kota Makassar dengan meningkatkan faktor 
pendukung dan meminimalisir faktor penghambat dalam 
pembangunan di kota Makassar. 
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